. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi
Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Manajer Investasi atau Afiliasi dari
Manajer Investasi, kecuali:

1. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;

Larangan membeli Efek yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari pihak terafiliasi
Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena
kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;

terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau
Afiliasi dari Manajer Investasi;

membeli Efek Beragun Aset, jika:
1. Efek Beragun Aset tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau

2. Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali
hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal
Pemerintah; dan

terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian
efek dengan janji menjual kembali.

mengarahkan transaksi Efek untuk keuntungan :

1. Manajer Investasi;
2. Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi; atau
3. Produk Investasi lainnya.

terlibat dalam transaksi Efek dengan fasilitas pendanaan Perusahaan Efek yang
mengakibatkan utang piutang antara BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11, Manajer
Investasi, dan Perusahaan Efek;

melakukan transaksi dan/atau terlibat perdagangan atas Efek yang ilegal; dan

terlibat dalam transaksi Efek yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

melakukan transaksi negosiasi untuk kepentingan BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11
atas saham yang diperdagangkan di bursa Efek, kecuali:

a. dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) atas Nilai Aktiva Bersih BATAVIA
PROTEKSI ULTIMA 11 pada setiap Hari Bursa;

b. atas setiap transaksi yang dilakukan didukung dengan alasan yang rasional dan
kertas kerja yang memadai;

c. transaksi yang dilakukan mengacu pada standar eksekusi terbaik yang mengacu
pada analisis harga rata-rata tertimbang volume, tidak berlebihan, dan
mengakibatkan kerugian BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11;dan

d. transaksi dimaksud merupakan transaksi silang, dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain pembatasan tersebut di atas, sesuai dengan POJK Tentang Pedoman Pengelolaan
Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan Dan Reksa Dana Indeks
terdapat aturan tambahan dalam melakukan pengelolaan Reksa Dana Terproteksi yaitu
sebagai berikut:
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5.9.

a. Manajer Investasi wajib melakukan investasi pada Efek Bersifat Utang yang masuk
dalam kategori layak investasi (investment grade), sehingga nilai Efek Bersifat
Utang pada saat jatuh tempo sekurang-kurangnya dapat menutupi jumlah nilai
yang diproteksi.

b. Manajer Investasi dapat membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar
negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau
fasilitas internet sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari Nilai Aktiva

Bersih.

C. Manajer Investasi dilarang mengubah Portofolio Efek sebagaimana ketentuan butir
a di atas, kecuali terjadinya penurunan peringkat Efek.

d. Manajer Investasi dapat melakukan investasi pada Efek derivatif tanpa harus

terlebih dahulu memiliki Efek yang menjadi underlying dari derivatif tersebut
dengan memperhatikan ketentuan bahwa investasi dalam Efek Bersifat Utang tetap
menjadi basis nilai proteksi.

e. Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan Reksa Dana
Terproteksi memiliki Efek yang diterbitkan oleh pihak terafiliasinya sebagai basis
proteksi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau
penyertaan modal pemerintah. Pelaksanaan ketentuan tersebut wajib
memperhatikan ketentuan butir 5.8 huruf f Prospektus ini.

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Efek
Bersifat Utang atau Efek syariah berpendapatan tetap yang tidak ditawarkan melalui
Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang
terdaftar di OJK yang dapat menjadi basis proteksi dalam BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11
wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. Diterbitkan oleh:
1) Emiten atau perusahaan publik;
2) Anak perusahaan Emiten atau perusahaan publik yang mendapat jaminan
penuh dari emiten atau perusahaan publik tersebut;
3) Badan usaha milik negara atau anak perusahaan badan usaha milik negara;
4) Pemerintah Republik Indonesia;
5) Pemerintah Daerah; dan/atau
6) Lembaga Jasa Keuangan yang telah mendapat izin usaha atau di bawah
pengawasan OJK.

b. Memiliki peringkat layak investasi (investment grade) dan diperingkat secara
berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali; dan
C. Masuk dalam penitipan kolektif di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Larangan tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini
dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan
oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh
OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Ketentuan tersebut merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku. Sesuai dengan
kebijakan investasinya, BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11 tidak akan berinvestasi pada
Efek luar negeri.

Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Hasil Investasi yang diperoleh oleh BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11 akan dibukukan ke
dalam BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11 sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai
Aktiva Bersihnya dan tidak akan mengubah Portofolio Efek yang menjadi basis proteksi.

Hasil Investasi Yang Menjadi Basis Nilai Proteksi (jika ada) yang telah dibukukan ke dalam
BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11 tersebut selanjutnya akan dibagikan oleh Manajer
Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan pada setiap Tanggal Pembagian Hasil
Investasi secara serentak dalam bentuk tunai atau dalam bentuk Unit Penyertaan yang
besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang
Unit Penyertaan.
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Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan Hasil
Investasi Yang Tidak Menjadi Basis Nilai Proteksi (jika ada) yang telah dibukukan ke dalam
BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11 kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai
atau dalam bentuk Unit Penyertaan dengan tetap memperhatikan pemenuhan Kebijakan
Investasi BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11. Dalam hal Manajer Investasi memutuskan
untuk membagikan Hasil Investasi Yang Tidak Menjadi Basis Nilai Proteksi, Hasil Investasi
Yang Tidak Menjadi Basis Nilai Proteksi akan dibagikan pada Tanggal Pembagian Hasil
Investasi.

Dalam hal terjadi pembagian Hasil Investasi secara tunai, pembagian Hasil Investasi
dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan/transfer dana ke rekening atas nama
Pemegang Unit Penyertaan sehingga mengurangi Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI
ULTIMA 11 atau dalam bentuk Unit Penyertaan sehingga mengurangi Nilai Aktiva Bersih
per Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11.

Dalam hal Manajer Investasi membagi Hasil Investasi maka Pemegang Unit Penyertaan
tidak dikenakan biaya pembagian Hasil Investasi.

Manajer Investasi berwenang menentukan waktu, cara pembagian Hasil Investasi dan

besarnya jumlah Hasil Investasi yang akan dibagikan pada Tanggal Pembagian Hasil
Investasi. Cara pembagian Hasil Investasi akan diterapkan secara konsisten.
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BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR

Metode penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11
yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK nomor
IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, Lampiran Keputusan
Ketua Bapepam dan LK nomor Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012, yang memuat antara lain
ketentuan sebagai berikut:

1.

Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana waijib dihitung dan disampaikan
oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB setiap Hari
Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:

a.

Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek
menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek ;

Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:

Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (over the counter);

Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;

Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;

Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK

Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;

5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan
Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor: 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Penerima
Laporan Transaksi Efek;

6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek
Reksa Dana; dan/atau

7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan

pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut,

A OWON -
= ——

Menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Lembaga Penilaian Harga Efek
(“LPHE”) sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.

Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai
Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut
menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan
bagi Manajer Investasi.

Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana
dimaksud dalam angka 1 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 1 huruf ¢
Peraturan ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan
itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas
konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:

1) Harga perdagangan sebelumnya;
2) Harga perbandingan Efek sejenis;dan/atau
3) Kondisi fundamental dari penerbit Efek.

Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari
perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal
membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada
angka 1 huruf b butir 7), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari
Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang
menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan
mempertimbangkan:

1) Harga perdagangan terakhir Efek tersebut;

2) Kecenderungan harga efek tersebut;
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3) Tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat

Utang);

4) Informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak
perdagangan terakhir;

5) Perkiraan rasio pendapatan harga (price earning ratio), dibandingkan dengan
rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);

6) Tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan
peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan

7) Harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).

f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan
LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana
yang wajib dibubarkan karena:

1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar
Modal;dan/atau

2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar
Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh ) Hari Bursa secara berturut-turut,

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut
dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang
menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam
denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana
tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari
Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

Dalam penghitungan Nilai Pasar Wajar Surat Berharga Negara yang menjadi Portofolio Efek
Reksa Dana Terproteksi, Manajer Investasi dapat menggunakan metode harga perolehan
yang diamortisasi, sepanjang Surat Berharga Negara dimaksud untuk dimiliki dan tidak akan
dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo (hold to maturity).

Bagi Reksa Dana Terproteksi yang portofolionya terdiri dari Surat Berharga Negara yang
dimiliki dan tidak akan dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo, dan penghitungan Nilai
Pasar Wajar-nya menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, maka pembelian
kembali atas Unit Penyertaan hanya dapat dilakukan pada tanggal pelunasan sesuai dengan
Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus.

Nilai aktiva bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih
pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana
dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa
Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian
pada hari yang sama.
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BAB VII

PERPAJAKAN

*

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas
pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian Perlakuan PPh Dasar Hukum
a. Pembagian Uang Tunai Bukan Objek Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU
(dividen) Pajak* PPh, sebagaimana yang telah diubah
dengan UU No 11 Tahun 2020 (UU
Cipta Kerja) dan peraturan
pelaksananya PP No 9 Tahun 2021
b. Bunga Obligasi PPh Final** Pasal 4 (2) d huruf a an Pasal 17 (7)
UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91
Tahun 2021
c. Capital Gain /| Diskonto PPh Final** Pasal 4 (2) huruf a dan Pasal 17 (7)
Obligasi UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91
Tahun 2021
PPh Final (20%) | Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2
d. Bunga Deposito dan PP Nomor 131 tahun 2000 dan Pasal
Diskonto Sertifikat Bank 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I.
Indonesia Nomor 51/KMK.04/2001
e. Capital Gain Saham di PPh Final (0,1%) | Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal
Bursa 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
f. Commercial Paper dan PPh Tarif Umum | Pasal 4 (1) UU PPh.
Surat Utang lainnya
g. Bagian laba  termasuk
penjualan kembali
(redemption) Unit
Penyertaan
Merujuk pada:

Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 111 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (“Undang-Undang PPh”), dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau
diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;

Pasal 4 angka 2 PP No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung

Kemudahan Berusaha mengenai perubahan PP No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan

Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan:

e Pasal 2A ayat (1) : pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak
Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b)
Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib
Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2020 tentang Cipta Kerja; dan
e Pasal 2A ayat (5) :

dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau

diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.
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** Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.l. No. 91 Tahun 2021 (“PP No. 91 Tahun 2021°), tarif
pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima
atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen)
dari dasar pengenaan pajak penghasilan.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan
pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang berlaku terhadap Kontrak
Investasi Kolektif Reksa Dana sampai dengan Prospektus BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11 ini
dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan
perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di
atas.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai
peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon
Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan
mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer
Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit
Penyertaan.

Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan
kewaijiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

29



BAB VI

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO INVESTASI YANG UTAMA

8.1. Manfaat Investasi

BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11 memberikan manfaat dan kemudahan bagi Pemegang Unit
Penyertaan antara lain:

1.

Proteksi Atas Modal

Tujuan investasi BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11 adalah memberikan Pemegang Unit
Penyertaan proteksi sebesar 100% (seratus persen) atas Pokok Investasi pada saat
Tanggal Jatuh Tempo. Reksa Dana ini juga memberikan kesempatan untuk memperoleh
potensi keuntungan terkait dengan hasil investasi pada Efek Bersifat Utang yang masuk
dalam kategori layak investasi dalam mata uang Rupiah dan instrumen pasar uang
dan/atau deposito sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di
Indonesia.

Pengelolaan Investasi yang Profesional

BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11 dikelola dan dimonitor setiap hari oleh para manajer
profesional yang berpengalaman di bidang manajemen investasi di Indonesia, sehingga
Pemegang Unit Penyertaan tidak lagi perlu melakukan riset, analisa pasar dan berbagai
pekerjaan administrasi yang berhubungan dengan pengambilan keputusan investasi.

Pembebasan Pekerjaan Analisa Investasi dan Administrasi

Investasi dalam Efek Bersifat Utang di pasar modal membutuhkan tenaga, pengetahuan
investasi dan waktu yang cukup banyak serta berbagai pekerjaan administrasi. Dengan
membeli Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11 maka Pemegang Unit
Penyertaan tersebut bebas dari pekerjaan tersebut.

8.2. Risiko Investasi dalam BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11 dapat dibagi menjadi 2

kategori, antara lain:

Risiko yang mempengaruhi Mekanisme Proteksi
1) Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh Indonesia sangat rentan terhadap
perubahan ekonomi internasional. Perubahan kondisi perekonomian dan politik di
dalam maupun di luar negeri atau peraturan khususnya di bidang pasar uang,
pasar modal dan pajak merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kinerja bank-
bank, penerbit instrumen surat berharga dan perusahaan-perusahaan di Indonesia,
termasuk perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, yang
secara tidak langsung akan mempengaruhi kemampuan perusahaan penerbit Efek
Bersifat Utang yang menjadi basis nilai proteksi dalam melakukan pelunasan pokok
dan/atau bunga Efek Bersifat Utang.

2) Risiko Wanprestasi Penerbit Efek Dan Pihak-Pihak Terkait

Pemegang Unit Penyertaan memiliki risiko kredit dari perusahaan penerbit obligasi
yang digunakan untuk proteksi modal.

Manajer Investasi bermaksud untuk melakukan investasi pada Efek Bersifat Utang
untuk proteksi modal. Para Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk
memperhatikan bahwa kemungkinan akan menderita kerugian modal jika Efek
Bersifat Utang tersebut di default, adanya keterlambatan pembayaran bunga atau
jika adanya restrukturisasi kembali Surat Utangnya.
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3)

4)

5)

6)

Pemegang Unit Penyertaan memiliki risiko kredit dari pihak-pihak terkait. Pada
umumnya Reksa Dana menanggung risiko default dari pihak-pihak yang terkait
dengan transaksi penjualan yang berkaitan dengan Efek Bersifat Utang.

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada
Pemegang Unit Penyertaan. Namun dalam kondisi luar biasa atau Force Majeure,
dimana bank dan penerbit surat berharga dimana BATAVIA PROTEKSI ULTIMA
11 berinvestasi atau pihak—pihak terkait lainya yang berhubungan dengan
BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11 dapat wanprestasi (default). Hal ini akan
mempengaruhi proteksi dan hasil investasi BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11.

Risiko Perubahan Peraturan

Adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau adanya
kebijakan-kebijakan Pemerintah, terutama dalam bidang ekonomi makro yang
berkaitan dengan Efek Bersifat Utang yang dapat mempengaruhi kemampuan
perusahaan penerbit Efek Bersifat Utang yang menjadi basis nilai proteksi dalam
melakukan pelunasan pokok dan/atau bunga Efek Bersifat Utang. Perubahan
peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang perpajakan dapat pula
mengurangi penghasilan yang mungkin diperoleh Pemegang Unit Penyertaan.

Risiko Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana

Dalam hal terjadi pembubaran dan likuidasi BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11
sebagaimana dimaksudkan dalam Bab XIX butir 19.1. huruf b dan c dapat
mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan serta mekanisme proteksi
Reksa Dana BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11.

Risiko Pelunasan Lebih Awal

Dalam hal terjadinya perubahan yang material dalam peraturan di bidang
perpajakan dan/atau perubahan yang material dalam interpretasi peraturan
perpajakan oleh pejabat pajak dan/atau terdapat perubahan politik dan hukum yang
berlaku, perubahan ekonomi yang ekstrim yang berdasarkan pertimbangan
Manajer Investasi dapat merugikan Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA
PROTEKSI ULTIMA 11 secara signifikan dan/atau adanya permintaan tertulis dari
seluruh Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan Pelunasan Lebih Awal, maka
Manajer Investasi dapat melakukan Pelunasan Lebih Awal seluruh Unit Penyertaan
yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, yang
mana harga Pelunasan Lebih Awal tersebut dapat lebih rendah dari tingkat proteksi
Pokok Investasi untuk setiap Unit Penyertaan.

Risiko Industri Yang Mencerminkan Sebagian Besar Portofolio Efek Yang
Menjadi Basis Proteksi

Risiko industri yang dihadapi oleh perusahaan penerbit Efek Bersifat Utang yang
menjadi basis proteksi dalam Reksa Dana BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11
adalah persaingan usaha dalam industri tersebut, apabila perusahaan penerbit
Efek Bersifat Utang yang menjadi basis nilai proteksi dalam BATAVIA PROTEKSI
ULTIMA 11 tersebut gagal menghadapi tingkat persaingan usaha yang semakin
ketat maka dapat menurunkan pendapatan perusahaan penerbit Efek Bersifat
Utang dan dapat menyebabkan Efek Bersifat Utang yang diterbitkannya mengalami
penurunan peringkat atau bahkan terancam mengalami gagal bayar. Apabila hal ini
terjadi, maka dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih serta mekanisme proteksi
BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11.
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b.

Risiko yang tidak mempengaruhi Mekanisme Proteksi

1)

2)

3)

4)

Risiko Pasar

Nilai Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11 dapat berfluktuasi sejalan
dengan berubahnya kondisi pasar pada tingkat bunga, ekuitas dan kredit.
Penurunan Nilai Aktiva Bersih dari BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11 dapat
disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- Perubahan tingkat suku bunga pasar yang dapat mengakibatkan fluktuasi
tingkat pengembalian pada Efek Bersifat Utang;

- Perubahan harga dari Efek Bersifat Utang yang dapat mengakibatkan fluktuasi
tingkat pengembalian pada Efek Bersifat Utang;

- Setiap penurunan peringkat Efek.

Risiko Likuiditas

Jika Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan
kepada Manajer Investasi sebelum Tanggal Jatuh Tempo, maka Manajer Investasi
dapat mengalami kesulitan likuiditas untuk menyediakan uang tunai tersebut
dengan segera, sehingga Manajer Investasi harus segera menjual Efek dalam
Portofolio Investasi. Apabila kondisi Pasar Modal kurang baik maka harga Efek
tersebut dapat mengalami penurunan yang selanjutnya berdampak pada Nilai
Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11.

Para Pemegang Unit Penyertaan hanya dapat menerima pelunasan atas seluruh
Unit Penyertaan yang mereka miliki pada Tanggal Jatuh Tempo. Dalam hal terjadi
keadaan force majeure, yang berada di luar kontrol Manajer Investasi, yang
menyebabkan sebagian besar atau seluruh harga Efek yang tercatat di Bursa Efek
turun secara drastis dan mendadak (crash) atau terjadinya kegagalan pada sistem
perdagangan dan penyelesaian transaksi, maka keadaan tersebut akan
mengakibatkan portofolio investasi dari BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11
terkoreksi secara material, hal mana akan mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih Unit
Penyertaan BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11 dan mengakibatkan penundaan
terhadap pelunasan atas seluruh Unit Penyertaan pada Tanggal Jatuh Tempo.

Risiko Tingkat Suku Bunga

Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana dapat berubah sesuai dengan perubahan tingkat
suku bunga Rupiah. Jika terjadi kenaikan tingkat suku bunga yang drastis, maka
Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana dapat turun menjadi lebih rendah dari Nilai Aktiva
Bersih Awal sehubungan dengan turunnya nilai pasar dari obligasi.

Risiko Nilai Tukar Mata Uang

BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11 berencana untuk tidak berinvestasi dalam mata

uang selain Rupiah sehingga BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11 tidak memiliki risiko
nilai tukar mata uang asing.
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BAB IX

ALOKASI BIAYA

Dalam pengelolaan BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11 ada berbagai biaya yang harus dikeluarkan
oleh BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan.

9.1.

9.2

Biaya Yang Menjadi Beban Manajer Investasi

a.

Biaya persiapan pembentukan BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11 termasuk biaya
pembuatan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus awal serta penerbitan dokumen-
dokumen yang dibutuhkan, termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan
Notaris yang diperlukan sampai mendapat pernyataan Efektif dari OJK.

Biaya administrasi BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11 yaitu biaya telepon, faksimili,
fotokopi dan transportasi.

Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur dan iklan, Formulir Profil
Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan
Kembali, biaya pemasaran Unit Penyertaan, serta biaya percetakan dan distribusi
Prospektus yang pertama kali.

Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan biaya lain kepada pihak ketiga
yang berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11.

Biaya pemindahbukuan/transfer dalam hal Penawaran Umum dibatalkan sesuai
dengan Bab Il butir 2.2., hal mana dana investasi milik Pemegang Unit Penyertaan
akan dikembalikan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa oleh Bank
Kustodian atas perintah/instruksi Manajer Investasi tanpa bunga dengan
pemindahbukuan/transfer ke rekening atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

Biaya Yang Menjadi Beban BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11

Imbalan jasa Manajer Investasi sesuai dengan bab 9.5.
Imbalan jasa Bank Kustodian sesuai dengan bab 9.5.
Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek.

Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus dan Laporan Keuangan
setelah BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11 dinyatakan Efektif oleh OJK, (jika BATAVIA
PROTEKSI ULTIMA 11 telah memiliki Pemegang Unit Penyertaan).

Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai perubahan Kontrak
Investasi Kolektif dan Prospektus BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11 (jika ada) yang
berkaitan dengan kepentingan Pemegang Unit Penyertaan setelah BATAVIA
PROTEKSI ULTIMA 11 dinyatakan Efektif oleh OJK, (jika BATAVIA PROTEKSI
ULTIMA 11 telah memiliki Pemegang Unit Penyertaan).

Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu
untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen
penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau
kebijakan OJK (jika ada).

Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan Tahunan setelah
Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana menjadi Efektif, apabila pada akhir periode
laporan keuangan tahunan tersebut, BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11 telah memiliki
Pemegang Unit Penyertaan.

Biaya asuransi (jika ada).

Pembayaran pajak yang berkenaan dengan imbalan jasa dan biaya-biaya tersebut di
atas.
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9.3.

9.4.

Biaya Yang Menjadi Beban Pemegang Unit Penyertaan

a.

Biaya Pembelian (subscription fee) sebesar maksimum 2,5% (dua koma lima persen)
dari jumlah nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat
Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA
PROTEKSI ULTIMA 11. Biaya Pembelian dibukukan sebagai pendapatan Manajer
Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang
diatur dalam perjanjian tersendiri.

Biaya Penjualan Kembali (redemption fee) sebesar maksimum 2,5% (dua koma lima
persen) dari jumlah nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan
yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan menjual kembali sebagian atau
seluruh Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11 yang dimilikinya. Biaya
Penjualan Kembali dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen
Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian
tersendiri.

Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan
pembayaran Pembelian Unit Penyertaan, pembayaran Penjualan Kembali Unit
Penyertaan, pembayaran pembagian hasil investasi (jika ada) serta pengembalian sisa
dana Pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran pelunasan Unit
Penyertaan.

Pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika
ada).

Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud
dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi
Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11
dinyatakan Efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta
penyampaian laporan-laporan Reksa Dana dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit
Penyertaan tersebut secara tercetak (jika ada);

Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya pada saat dilakukannya Pelunasan Jatuh
Tempo, Pelunasan Lebih Awal, Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan dan pembagian
Hasil Investasi (jika ada).

Untuk keterangan lebih lanjut, lihat Bab IX butir 9.5. tentang Alokasi Biaya.

Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan dan/atau biaya pihak
lainnya setelah BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11 menjadi Efektif menjadi beban Manajer
Investasi, Bank Kustodian dan/atau BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11 sesuai dengan pihak
yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa
profesi/pihak lainnya tersebut.
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9.5. Alokasi Biaya

e Jasa Bank Kustodian

Maks 0,15%

Jenis Biaya Biaya Keterangan
Dibebankan ke BATAVIA PROTEKSI
ULTIMA 11:
e Jasa Manajer Investasi Maks 5% Per tahun selama periode investasi,

diperhitungkan secara harian dari
Nilai ~ Aktiva  Bersih  BATAVIA
PROTEKSI ULTIMA 11 berdasarkan
365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari
Kalender per tahun dan dibayarkan
secara bulanan atau untuk tahun
pertama dapat dihitung dari Nilai
Aktiva Bersih pada Tanggal
Launching dan dibayar di muka pada
awal tahun pertama setelah Tanggal
Launching, dan untuk tahun-tahun
berikutnya diperhitungkan secara
harian dari Nilai Aktiva Bersih
BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11 dan
dibayarkan secara bulanan. Dalam
hal terjadi Pelunasan Lebih Awal atau
pembubaran atas Reksa Dana
BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11,
maka Manajer Investasi bersedia
mengembalikan sejumlah tertentu
dari Imbalan jasa Manajer Investasi
yang telah diambil di muka, yaitu
sebesar jumlah akumulasi Imbalan
Jasa Manajer Investasi dari tanggal
dilakukannya Pelunasan Lebih Awal
atau tanggal Efektif pembubaran
sampai akhir periode Imbalan Jasa
Manajer Investasi diambil di muka.
Jumlah yang dikembalikan tersebut
akan dibagikan secara proporsional
kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Per tahun selama periode investasi
BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11,
diperhitungkan secara harian dari
Nilai ~ Aktiva  Bersih  BATAVIA
PROTEKSI ULTIMA 11 berdasarkan
365 Hari Kalender per tahun dan
dibayarkan secara bulanan.

Penyertaan

Dibebankan kepada Pemegang Unit

e Biaya Pembelian

e Biaya Penjualan Kembali

Maks 2,5%

Maks. 2,5%

dari jumlah nilai transaksi Pembelian
Unit Penyertaan.

dari jumlah nilai transaksi Penjualan
Kembali Unit Penyertaan.

Biaya Pembelian dan Biaya
Penjualan Kembali dibukukan
sebagai pendapatan Manajer
Investasi dan/atau Agen Penjual yang
ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika
ada) yang diatur dalam perjanjian
tersendiri.
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e Semua biaya bank Jika ada

e Pajak-pajak yang berkenaan Jika ada
dengan Pemegang Unit
Penyertaan dan biaya-biaya di
atas

e Biaya pada saat dilakukannya Tidak ada

Pelunasan Jatuh Tempo,
Pelunasan Lebih Awal, Pelunasan
Atas Sebagian Unit Penyertaan
dan pembagian Hasil Investasi

e Biaya penerbitan dan distribusi
laporan-laporan Reksa Dana Jika ada
sebagaimana dimaksud dalam
POJK Tentang Pelaporan dan
Pedoman Akuntansi dan Surat
Konfirmasi  Kepemilikan  Unit
Penyertaan

Biaya — biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang perpajakan (jika ada )

36



BAB X

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11 adalah Reksa Dana Terproteksi berbentuk Kontrak Investasi
Kolektif, sehingga setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak sesuai dengan yang
tercantum pada Kontrak Investasi Kolektif. ~Adapun hak Pemegang Unit Penyertaan adalah
sebagai berikut:

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Hak Mendapatkan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan

Atas setiap transaksi Pembelian, Penjualan Kembali Unit Penyertaan, Pelunasan Atas
Sebagian Unit Penyertaan, Pelunasan Lebih Awal Unit Penyertaan dan Pelunasan Jatuh
Tempo akan menerima Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan dari Bank Kustodian berupa
Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah
berakhirnya Masa Penawaran dimana Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan
telah diterima secara lengkap (in complete application) serta telah disetujui oleh Manajer
Investasi dan dana Pembelian telah diterima dengan baik (in good fund) oleh Bank
Kustodian dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian, atau apabila terdapat
Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari
Bursa setelah Tanggal Penjualan Kembali, atau apabila terdapat Pelunasan Unit
Penyertaan adalah sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Tanggal
Pelunasan.

Hak Memperoleh Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh pembagian Hasil Investasi
(jika ada) sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

Hak Proteksi Atas Pokok Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak proteksi atas Pokok Investasi sesuai dengan
ketentuan proteksi sebagaimana dimaksud dalam Bab V butir 5.3. Prospektus ini.

Hak Memperoleh Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan

Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pelunasan
Atas Sebagian Unit Penyertaan yang telah diterbitkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih
BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11 pada Tanggal Pelunasan Sebagian Unit Penyertaan,
apabila terdapat Efek Bersifat Utang yang menjadi basis proteksi dalam portofolio investasi
BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11 yang telah jatuh tempo sebelum Tanggal Jatuh Tempo
BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11.

Hak Memperoleh Pelunasan Pada Tanggal Jatuh Tempo Dengan Nilai Aktiva Bersih
per Unit Penyertaan Yang Sama Besarnya Bagi Semua Pemegang Unit Penyertaan

Pada Tanggal Jatuh Tempo yaitu dimana seluruh Efek Bersifat Utang yang menjadi basis
proteksi dalam portofolio investasi BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11 telah jatuh tempo,
Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan akan melakukan
pelunasan atas seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dalam waktu yang
bersamaan (serentak) dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi
semua Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI
ULTIMA 11 pada Tanggal Jatuh Tempo.

Hak Memperoleh Pelunasan Lebih Awal dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit
Penyertaan Yang Sama Besarnya Bagi Semua Pemegang Unit Penyertaan Dalam Hal
Terjadi Pelunasan Lebih Awal

Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan, dengan memperhatikan
ketentuan dalam Bab XVI, akan melakukan Pelunasan Lebih Awal atas seluruh Unit
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10.7.

10.8.

Penyertaan secara proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap
Pemegang yang telah diterbitkan dalam waktu yang bersamaan (serentak) dan dengan
harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan
berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11 pada tanggal
dilakukannya Pelunasan Lebih Awal.

Hak Memperoleh Laporan-Laporan Sebagaimana Dimaksud Dalam POJK Tentang
Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana

Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berhak memperoleh laporan-laporan
sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana
antara lain:

(i) Laporan Reksa Dana paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikutnya
yang memuat sekurang-kurangnya informasi sebagai berikut:

- apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (Pembelian dan/atau
Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan) atas jumlah Unit
Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, memuat
sekurang-kurangnya informasi sebagaimana dimaksud dalam POJK
Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana; atau

- apabila pada bulan sebelumnya tidak terdapat mutasi (Pembelian dan/atau
Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan) atas jumlah Unit
Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, memuat
sekurang-kurangnya:

(a) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan;
(b) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit

Penyertaan;

(c) total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit
Penyertaan; dan

(d) informasi bahwa tidak terdapat mutasi (Pembelian dan/atau

Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan) atas Unit
Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada
bulan sebelumnya;

Penyampaian laporan bulanan kepada Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana

dimaksud di atas dapat dilakukan melalui;

a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit
Penyertaan Reksa Dana ; dan/atau

b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

Pengiriman sebagaimana dimaksud butir a di atas dilakukan dengan
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai
informasi dan transaksi elektronik. Pengiriman dokumen melalui sarana elektronik
tersebut dapat dilakukan setelah terdapat kesepakatan antara Manajer Investasi
dan Bank Kustodian.

(ii) Laporan Reksa Dana paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas) bulan Januari
yang menggambarkan posisi rekening Pemegang Unit Penyertaan pada tanggal 31
Desember yang memuat sekurang-kurangnya informasi sebagaimana dimaksud
dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana. Mekanisme
pengiriman laporan-laporan tersebut diatas akan disepakati lebih lanjut oleh
Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana.

Hak Memperoleh Informasi Nilai Aktiva Bersih Per Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan informasi tentang Nilai Aktiva Bersih per
Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11 sekurang-kurangnya satu kali dalam
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10.9.

10.10.

10.11.

satu bulan melalui surat kabar yang berperedaran nasional atau dengan menghubungi
Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Hak Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan Laporan Keuangan Tahunan BATAVIA
PROTEKSI ULTIMA 11 yang telah diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK yang termuat
dalam Prospektus ini.

Hak Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan
Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11 Dibubarkan
Dan Dilikuidasi

Pemegang Unit Penyertaan berhak menerima bagian atas hasil dari pembubaran dan
likuidasi atas kekayaan BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11 (jika ada) yang akan dibagikan
secara proporsional sesuai dengan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal
BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11 dibubarkan dan dilikuidasi

Hak Menjual Kembali Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI
ULTIMA 11 yang Dimilikinya pada setiap Tanggal Penjualan Kembali

Pemegang Unit Penyertaan berhak menjual kembali sebagian atau seluruh Unit

Penyertaan BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11 yang dimilikinya sebelum BATAVIA
PROTEKSI ULTIMA 11 jatuh tempo pada setiap Tanggal Penjualan Kembali.
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BAB XI

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

lihat halaman selanjutnya
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ARDIANTO & MASNIARI

COUNSELORS AT LAW

MNo. Referensi: 0424/AM-3712818/AA-SB-lw/111/2018
21 Maret 2018

Kepada Yth,.

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen
Gedung Chase Plaza, Lantai 12

Jalan Jendral Sudirman Kav. 21

Jakarta 12920

Perihal: Pendapat dari Segi Hukum Sehubungan dengan Pembentukan REKSA DANA
TERPROTEKSI BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA
TERPROTEKS| BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11

Dengan hormat,

Kami Kantor Konsuitan Hukum ARDIANTO & MASNIARI selaku konsultan hukum yang
independen, telah ditunjuk oleh PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen berdasarkan Surat
Direksi No. 085/DIR-BPAM/PD/III/2018 tanggal 15 Maret 2018, untuk bertindak sebagai
Konsultan Hukum Independen sehubungan dengan pembentukan REKSA DANA
TERPROTEKSI BERBENTUK KONTRAK [NVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA TERPROTEKSI
BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11, sebagaimana termaktub dalam akta KONTRAK INVESTASI
KOLEKTIF REKSA DANA TERPROTEKSI BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11 No. 30 tanggal 20 Maret
2018, dibuat di hadapan Pratiwi Handayani, S.H., notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat
(selanjutnya disebut “Kontrak”), antara PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen selaku
manajer investasi (selanjutnya disebut “Manajer Investasi”) dan PT Bank DBS Indonesia
selaku bank kustodian (selanjutnya disebut “Bank Kustedian”), di mana Manajer Investasi
akan melakukan Penawaran Umum Unit Penyertaan REKSA DANA TERPROTEKS| BATAVIA
PROTEKSI ULTIMA 11 secara terus menerus dengan jumlah sekurang-kurangnya 10.000.000
(sepuluh juta) Unit Penyertaan sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.000.000.000
{satu miliar) Unit Penyertaan pada Masa Penawaran. Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA
TERPROTEKSI BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11 ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai
Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) selama Masa Penawaran.

Dasar Penerbitan Pendapat dari Segi Hukum

Pendapat dari Segi Hukum ini kami buat berdasarkan pemeriksaan dan penelitian atas
dokumen-dokumen asli dan/atau salinan yang kami peroleh dari Manajer Investasi dan Bank
Kustodian, serta pernyataan dan keterangan tertulis dari Direksi, Dewan Komisaris, wakil
dan/atau pegawai dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana termuat dalam
Laporan Pemeriksaan Hukum Pembentukan REKSA DANA TERPROTEKSI BERBENTUK
KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA TERPROTEKSI BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11
tanggal 21 Maret 2018 yang kami sampaikan dengan Surat kami No. Referensi: 0423/AM-

One Pacific Place Building
11th floor, SCBH

JI. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

p +6221 2685 9575 (hunting)
p +6221 2985 9576-78
f +6221 2985 9889
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3712818/AA-SB-lw/Il1/2018 tanggal 21 Maret 2018 yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Pendapat dari Segi Hukum ini.

Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran
dalam rangka Penawaran Umum REKSA DANA TERPROTEKS! BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11
yang diajukan oleh Manajer Investasi.

Asumsi
Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian tersebut di atas, kami mengasumsikan bahwa:

1. selain dari dokumen-dokumen yang telah diterima, tidak ada dokumen-dokumen lain
mengenai perubahan anggaran dasar, perubahan susunan pengurus, pembubaran
dan likuidasi ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta
dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan
dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian;

2. semua dokumen yang disampaikan secara langsung maupun elektronik dalam bentuk
salinan/copy adalah yang benar, lengkap dan sama dengan aslinya;

3. semua tanda tangan vyang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang
disampaikan, termasuk yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris, adalah tanda
tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum
untuk melakukan perbuatan hukum;

4. semua surat kuasa yang disebutkan atau dinyatakan dalam semua dokumen yang
disampaikan baik asli maupun dalam bentuk salinan/copy, adalah kuasa yang dapat
dilaksanakan dan diberikan oleh dan kepada pihak yang berwenang dengan sah
mewakili Manajer Investasi dan Bank Kustodian sesuai dengan anggaran dasarnya
maupun ketentuan internal Manajer Investasi dan Bank Kustodian;

5. semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta yang material untuk
Pendapat dari Segi Hukum ini yang dimuat dalam dokumen-dokumen vyang
disampaikan adalah benar;

6. semua salinan dari akta notaris yang dibuat di hadapan atau oleh notaris sehubungan
dengan pembentukan reksa dana ini dibuat oleh notaris yang berwenang
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan
perundang-undangan di bidang pasar modal; dan

7. semua pengungkapan informasi mengenai Efek yang akan menjadi portofolio
investasi reksa dana adalah benar dan Efek tersebut dapat dibeli oleh reksa dana, dan
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pembentukan serta penerbitannya telah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Pendapat dari Segi Hukum

Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas dan dengan berpedoman pada
peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di
bidang pasar modal, kami sampaikan Pendapat dari Segi Hukum sebagai berikut:

1. Manajer Investasi adalah suatu perusahaan efek yang didirikan menurut dan
berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan telah
memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya
termasuk tetapi tidak terbatas pada izin usaha untuk melakukan kegiatan sebagai
Manajer Investasi.

2. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi yang sedang menjabat,
adalah sah karena diangkat sesuai dengan anggaran dasar Manajer Investasi serta
peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar
modal khususnya mengenai Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai
manajer investasi.

3. Semua anggota Direksi serta Wakil Manajer Investasi telah memiliki izin orang-
perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi.

4. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer
Investasi pengelola investasi REKSA DANA TERPROTEKSI BATAVIA PROTEKSI ULTIMA
11 belum pernah dinyatakan pailit dan masing-masing mereka tidak pernah menjadi
anggota Direksi, Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah
menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau pernah dihukum karena
melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara Republik indonesia.

5. Anggota Direksi dari Manajer Investasi pada saat ini tidak mempunyai jabatan
rangkap pada perusahaan lain, anggota Dewan Komisaris dari Manajer Investasi pada
saat ini tidak merangkap sebagai komisaris pada Perusahaan Efek lain dan Wakil
Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA TERPROTEKSI BATAVIA PROTEKSI
ULTIMA 11 pada saat ini tidak sedang bekerja pada lebih dari 1 (satu) Perusahaan
Efek dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya.

6. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer
Investasi pengelola investasi REKSA DANA TERPROTEKSI BATAVIA PROTEKSI ULTIMA
11, tidak terlibat dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara,
maupun kepailitan di muka peradilan umum.
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Bank Kustodian adalah suatu bank umum berbentuk perseroan terbatas yang
didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik
Indonesia dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan
kegiatan usahanya di Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan
otoritas Pasar Modal untuk melakukan kegiatan sebagai Kustodian.

Bank Kustodian tidak terlibat dalam perkara pidana, arbitrase, perburuhan, tata
usaha Negara dan perpajakan dengan instansi pemerintah yang berwenang, tidak
ada pendaftaran atau proses kepailitan atau penundaan pembayaran yang
berlangsung di Peradilan Niaga yang berwenang atau pembubaran Bank Kustodian
menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di
Indonesia.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak terafiliasi satu sama lain.

Kontrak telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur
tentang reksa dana kontrak investasi kolektif.

REKSA DANA TERPROTEKS! BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11 berlaku sejak
ditetapkannya pernyataan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) sampai
dinyatakan bubar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Kontrak dimuat ketentuan bahwa Pemegang Unit Penyertaan hanya dapat
melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya pada Tanggal
Penjualan Kembali yaitu tanggal setelah Lock In Period dan suatu tanggal setiap 3
{tiga) bulan setelah tanggal terakhir Lock in Period. Sesuai dengan ketentuan dalam
Pasal 20 ayat 3 butir d Undang-undang Pasar Modal, karena ketentuan tersebut di
atas merupakan pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat
2 Undang-undang Pasar Modal, maka ketentuan dimaksud memerlukan persetujuan
OJK.

Baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum dan
berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kontrak dan oleh karena itu
kewajiban-kewajiban mereka masing-masing selaku para pihak dalam Kontrak adalah
sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang
berwenang. Setelah ditetapkannya pernyataan efektif oleh OJK, setiap pembeli Unit
Penyertaan yang karena itu menjadi pemilik/Pemegang Unit Penyertaan terikat oleh
Kontrak.

Pilihan penyelesaian perselisihan antara para pihak yang berhubungan dengan
Kontrak melalui arbitrase berdasarkan ketentuan Badan Arbitrase Pasar Modal
Indonesia (BAPMI) dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang
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Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa adalah sah dan mengikat para pihak dalam Kontrak.

15. Setiap Unit Penyertaan yang diterbitkan, ditawarkan dan dijual memberi hak kepada
pemilik/pemegangnya yang terdaftar dalam daftar penyimpanan kolektif yang
diselenggarakan oleh Bank Kustodian untuk menjalankan semua hak yang dapat
dijalankan oleh seorang pemilik/Pemegang Unit Penyertaan.

Demikian Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan dengan sebenarnya selaku konsultan
hukum yang independen dan tidak terafiliasi baik dengan Manajer Investasi maupun dengan
Bank Kustodian dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,
ARDIANTO & MASNIARI

Adrianus Ardianto
Partner
STTD No.424/PM/STTD-KH/2002
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Kami mengidentifikasi penilaian atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan
usahanya sebagai salah satu hal audit utama. Pada tanggal 31 Desember 2025, jumlah aset bersih
Reksa Dana tercatat sebesar Rp210.628.438 berada di bawah Rp10.000.000.000. Kondisi tersebut
berpotensi menimbulkan kewajiban pembubaran dan likuidasi apabila jumlah aset bersih tetap berada
di bawah batas minimum yang dipersyaratkan dalam peraturan yang berlaku selama periode yang
ditentukan. Keadaan ini menunjukkan adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan
keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya.

Seluruh aset dan liabilitas yang tercantum dalam laporan keuangan basis likuidasi telah dinilai dengan
nilai wajar sesuai dengan basis likuidasi yang berlaku. Kami telah melakukan prosedur audit yang
diperlukan untuk memastikan bahwa aset dan liabilitas telah dinilai dengan nilai wajar berdasarkan basis
likuidasi, tanpa mengacu pada nilai perolehan. Kelayakan estimasi manajemen dan kewajaran
penyajian laporan keuangan basis likuidasi didukung oleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk
melakukan penilaian tersebut.

Penekanan Suatu Hal

Kami menekankan hal terkait pendapatan yang belum didistribusikan kepada pemegang unit
penyertaan sebesar Rp17.950.653 akibat penyitaan unit penyertaan Reksa Dana dengan nama
Investor Anne Patricia Sutanto sebanyak 200.000 unit penyertaan, untuk dijadikan barang bukti dalam
perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi
Jiwasraya (Persero). Penyitaan tersebut mengakibatkan hak atas unit penyertaan, termasuk hak atas
distribusi pendapatan yang melekat, untuk sementara waktu tidak dapat direalisasikan kepada pihak
yang bersangkutan sampai terdapat putusan hukum yang berkekuatan tetap atau penetapan lebih lanjut
dari otoritas berwenang.

Sehubungan dengan hal tersebut, pendapatan yang belum didistribusikan dicatat sebagai liabilitas atau
utang distribusi kepada pemegang unit penyertaan dalam laporan posisi keuangan per 31 Desember
2025 sebesar tersebut, karena secara substansi ekonomi hak atas pendapatan tersebut masih melekat
pada unit penyertaan, meskipun pembayarannya ditangguhkan. Kondisi ini tidak memengaruhi nilai aset
bersih Reksa Dana secara keseluruhan, namun berdampak pada penyajian kewajiban jangka pendek
dan pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan nomor 5.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap
Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut
sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang
dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari
kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan
Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan
kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi
kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau
menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan
keuangan Reksa Dana.
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Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara
keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun
kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai
merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang
dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika
hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan
dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara
wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan
keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan

profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

* Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik
yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur
audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat
untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material
yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena
kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah,
atau pengabaian pengendalian internal.

* Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk
mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan
menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Reksa Dana.

* Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi
dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

* Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan,
berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait
dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan
Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa
terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan
auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut
tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami
didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa
atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan
kelangsungan usaha.

* Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk
pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang
mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain,

ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap
defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Heliantono & Rekan

Registragi Akuntan Publik No. AP.0469
Jakarta, P5 Februari 2026
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SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
REKSA DANA TERPROTEKSI BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 (BASIS LIKUIDASI)

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama
Jabatan
Alamat Kantor

: Yulius Manto

. Direktur

: PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen
Gd. Chase Plaza Lt. 12
JI. Jend. Sudirman Kav.21
Jakarta Selatan 12920

Nama
Jabatan
Alamat Kantor

. Rinaldi Lukita Handaya

: Direktur

. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen
Gd. Chase Plaza Lt. 12
JI. Jend. Sudirman Kav.21
Jakarta Selatan 12920

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen dalam hal ini bertindak selaku Manajer Investasi Reksa Dana
Terproteksi Batavia Proteksi Ultima 11 menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan (basis likuidasi) Reksa Dana
Terproteksi Batavia Proteksi Ultima 11 sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi
sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Terproteksi Batavia Proteksi Ultima 11,
serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

2. Laporan keuangan (basis likuidasi) Reksa Dana Terproteksi Batavia Proteksi Ultima 11 tersebut telah disusun
dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

3. Sesuaidengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana disebutkan dalam butir 1 di atas, menyatakan bahwa:
a. Semua informasi dalam laporan keuangan (basis likuidasi) Reksa Dana Terproteksi Batavia Proteksi Ultima

11 tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar, dan
b. Laporan keuangan (basis likuidasi) Reksa Dana Terproteksi Batavia Proteksi Ultima 11 tersebut tidak

mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta
material.

4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana Terproteksi Batavia Proteksi
Ultima 11 sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Terproteksi Batavia Proteksi Ultima 11 dan peraturan perundangan
yang berlaku.

Jakarta, 25 Februari 2026
atas nama dan mewakili Manajer Investasi
PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen

A

é @z ¢ -
§§ TEMPEL ¢
aA18ANX190515649

Yulius Manto

Direktur

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen
Gedung Chase Plaza, Lantai12
JI. Jend Sudirman Kav. 21 Jakarta 12920, Indonesia

Rinaldi Lukita Handaya
Direktur

% 62215208390
www.bpam.co.id

Grow and Prosper with Batavia
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SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
REKSA DANA TERPROTEKSI BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11
TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 (BASIS LIKUIDASI)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama . Daniel Gerald Sitompul

Jabatan : Head of Securities and Fiduciary Services

Alamat Kantor . Capital Place, 16 floor, JI. Jendral Gatot Subroto Kav. 18 Jakarta
Nomor Telepon o 021-31183012

Nama . Rubertus Bernardinus R.S

Jabatan . Business and Product Development Manager

Alamat Kantor . Capital Place, 16 floor, JI. Jendral Gatot Subroto Kav. 18 Jakarta
Nomor Telepon © 021-31183012

PT Bank DBS Indonesia dalam hal ini bertindak selaku Bank Kustodian Reksa Dana Terproteksi
Batavia Proteksi Ultima 11, menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana

Terproteksi Batavia Proteksi Ultima 11 tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir

31 Desember 2025 (basis likuidasi).

2. Laporan Keuangan Reksa Dana Terproteksi Batavia Proteksi Ultima 11 telah disusun dan
disajikan dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana Terproteksi Batavia Proteksi Ultima 11
telah dimuat secara lengkap dan benar.

b. Laporan keuangan Reksa Dana Terproteksi Batavia Proteksi Ultima 11 tidak mengandung
informasi dan fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta
material.

4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana Terproteksi Batavia

Proteksi Ultima 11.

5. Kamibertanggung jawab atas laporan keuangan tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang
berakhir 31 Desember 2025 (basis likuidasi) sesuai dengan tugas dan tanggung jawab

sebagaimana tersebut dalam Reksa Dana Terproteksi Batavia Proteksi Ultima 11.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
Jakarta, 25 Februari 2026

atas nama dan mewakili Bank Kustodian
PT Bank DBS Indonesia
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F

382 AMX 094346649

LUH RIBL RUPIAH

)
Daniel Gerald Sitompul Rubertus Bernardinus R.S
Head of Securities and Business and Product
Fiduciary Services Development Manager

PT Bank DBS Indonesia Tel :+62 212988 5000
DBS Bank Tower, Lobby, 32" - 35t, 37t Floor ~ Fax :+62 21 2988 5005
Ciputra World 1
Jalan Prof. Dr Satrio Kav. 3-5
Jakarta 12940, Indonesia www.dbs.com/id



REKSA DANA TERPROTEKSI BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11 (BASIS LIKUIDASI)
LAPORAN POSISI KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2025

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan 2025 2024

ASET
Kas di Bank 3d.6, 4 228.679.641 228.686.116
TOTAL ASET 228.679.641 228.686.116
LIABILITAS
Pendapatan yang Belum Didistribusikan 5 17.950.653 17.950.653
Beban Akrual 6 100.550 550
TOTAL LIABILITAS 18.051.203 17.951.203
NILAI ASET BERSIH
Total Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset Bersih 7 210.628.438 210.734.913
TOTAL NILAI ASET BERSIH 210.628.438 210.734.913
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR

(NILAI PENUH) 8 200.000 200.000
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN

(NILAI PENUH) 1.053,1422 1.053,6746

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan

keuangan secara keseluruhan



REKSA DANA TERPROTEKSI BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11 (BASIS LIKUIDASI)
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan 2025 2024

PENDAPATAN - -
BEBAN
Beban Investasi

Beban Lain-Lain 3d.2,9 106.475 107.043
TOTAL BEBAN 106.475 107.043
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK (106.475) (107.043)
Beban Pajak Penghasilan

Pajak Kini 3d.3,10 - -
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN (106.475) (107.043)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

PERIODE BERJALAN SETELAH PAJAK - -
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF

TAHUN BERJALAN (106.475) (107.043)

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan
keuangan secara keseluruhan



REKSA DANA TERPROTEKSI BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11 (BASIS LIKUIDASI)

LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Transaksi dengan
pemegang Unit
Penyertaan

Total kenaikan

(penurunan) nilai

aset bersih

Penghasilan komprehensif lain

Yang tidak akan

direklasifikasi lebih

lanjut ke L/R

Yang akan

direklasifikasi
lebih lanjut ke L/IR

Total

Total nilai aset
bersih

Saldo per 1 Januari 2024 (68.300.775.657)
Penghasilan komprehensif tahun berjalan -
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan

Distribusi kepada pemegang unit penyertaan

Penjualan unit penyertaan -

Pembelian kembali unit penyertaan -
Penghasilan komprehensif lain

68.511.617.613

(107.043)

210.841.956
(107.043)

Saldo per 31 Desember 2024 (68.300.775.657)

68.511.510.570

210.734.913

Saldo 1 Januari 2025 (68.300.775.657)
Penghasilan komprehensif tahun berjalan -
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan -
Penjualan unit penyertaan -
Pembelian kembali unit penyertaan
Penghasilan komprehensif lain

68.511.510.570

(106.475)

210.734.913
(106.475)

Saldo per 31 Desember 2025 (68.300.775.657)

68.511.404.095

210.628.438

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



REKSA DANA TERPROTEKSI BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11 (BASIS LIKUIDASI)

LAPORAN ARUS KAS
Tahun yang berakhir 31 Desember 2025

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Pembayaran beban investasi

Arus Kas Bersih Diperoleh dari
(Digunakan untuk) Aktivitas Operasi

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
Arus Kas Bersih Diperoleh dari
(Digunakan untuk) Aktivitas Investasi

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Penjualan Unit Penyertaan

Pembelian Kembali Unit Penyertaan

Arus kas Bersih Diperoleh dari
(Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan

KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS
DAN SETARA KAS

KAS PADA AWAL TAHUN

KAS PADA AKHIR TAHUN

3d.6, 4

2025 2024
(6.475) (106.493)
(6.475) (106.493)
(6.475) (106.493)

228.686.116 228.792.609
228.679.641 228.686.116

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan

keuangan secara keseluruhan



REKSA DANA TERPROTEKSI BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11 (BASIS LIKUIDASI)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1.

UMUM

a.

Pendirian Reksa Dana Terproteksi Batavia Proteksi Ultima 11

Reksa Dana Batavia Proteksi Ultima 11 ("Reksa Dana") merupakan Reksa Dana berbentuk
Kontrak Investasi Kolektif yang diatur berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun
1995 dan lampiran dari Surat Keputusan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-
552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010, yang membahas pedoman pengelolaan Reksa Dana
Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Peraturan ini telah mengalami beberapa perubahan,
termasuk revisi terakhir dengan Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2020 tanggal 9 Januari 2020
yang mengubah Peraturan OJK Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk
Kontrak Investasi Kolektif. Selain itu, Reksa Dana ini juga tunduk pada ketentuan dari Surat
Keputusan Ketua OJK No. KEP-262/BL/2011 tanggal 31 Mei 2011, yang telah dimodifikasi oleh
Salinan Peraturan OJK No. 48/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015, yang membahas
pedoman pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan, dan Reksa
Dana Indeks.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen
sebagai Manajer Investasi dan PT Bank DBS Indonesia sebagai Bank Kustodian dituangkan
dalam Akta No. 30 tanggal 20 Maret 2018 di hadapan Notaris Pratiwi Handayani, S.H., di
Jakarta.

Reksa Dana bertujuan untuk memberikan proteksi sebesar 100% (seratus persen) atas Pokok
Investasi pada saat Tanggal Jatuh Tempo (“Tingkat Proteksi Modal’) dan memberikan
Pemegang Unit Penyertaan potensi keuntungan terkait dengan hasil investasi dari instrumen-
instrumen investasi sesuai dengan kebijakan investasi Reksa Dana. Reksa Dana akan
menginvestasikan dananya dengan komposisi investasi sebesar minimum 80% (delapan puluh
persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat
Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang telah
mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang terdaftar di OJK, dan masuk
dalam kategori layak investasi (investment grade) yang ditawarkan dan diperdagangkan di
Indonesia dan dalam mata uang Rupiah, dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20%
(dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh
Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi, yang ditawarkan dan diperdagangkan di
Indonesia dan dalam mata uang Rupiah dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau
deposito, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Reksa Dana berkedudukan di Gedung Chase Plaza, Lantai 12 Jalan Jenderal Sudirman Kav.
21 Jakarta, 12920.

Pencatatan Unit Penyertaan Reksa Dana
Reksa Dana telah memperoleh Pernyataan Efektif dari OJK dengan Surat Keputusan Dewan
Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No S-357/PM.21/2017 tanggal 24 Juli 2017 mengenai
pernyataan efektif pencatatan Reksa Dana.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan selama masa penawaran umum sesuai dengan
Kontrak Investasi Kolektif adalah sekurang-kurangnya 10.000.000 unit penyertaan sampai
dengan sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 unit penyertaan. Jumlah unit penyertaan
berdasarkan pembelian oleh pemegang unit penyertaan selama masa penawaran diterbitkan
pada tanggal 31 Mei 2018 (tanggal peluncuran) dengan nilai aset bersih sebesar Rp1.000 per
unit penyertaan.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua OJK
No. S-365/PM.21/2018 tanggal 12 April 2018. Tanggal dimulainya peluncuran adalah tanggal
31 Mei 2018.



REKSA DANA TERPROTEKSI BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11 (BASIS LIKUIDASI)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

c. Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan Manajemen Kunci
Reksa Dana dikelola oleh PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen selaku Manajer Investasi
dan PT Bank DBS Indonesia sebagai Bank Kustodian.

Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim
Pengelola Investasi. Komite Investasi Reksa Dana bertanggung jawab untuk memberikan
pengarahan dan strategi manajemen aset secara umum. Susunan komite investasi dan tim
pengelola investasi per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

1) Komite Investasi
Lilis Setiadi
Yulius Manto
Prihatmo Hari Mulyanto

2) Tim Pengelola Investasi

Ketua : Rinaldi Lukita Handaya
Anggota : Angky Hendra
Anggota : Gilang Triadi

Anggota : Fadil Kencana
Anggota : Wilim Hadiwijaya

d. Penerbitan Laporan Keuangan
Laporan keuangan Reksa Dana telah disetujui untuk diterbitkan pada tanggal 25 Februari 2026
dan pihak yang bertanggungjawab atas penyusunan laporan keuangan Reksa Dana yaitu
Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

2. RENCANA PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Reksa Dana wajib dibubarkan jika Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat
membubarkan Reksa Dana Terproteksi Batavia Proteksi Ultima 11. Sehubungan dengan hal
tersebut, PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen selaku Manajer Investasi telah memberitahukan
mengenai rencana pembubaran dan likuidasi Reksa Dana Terproteksi Batavia Proteksi Ultima 11
(“Reksa Dana”) kepada PT Bank DBS Indonesia selaku Bank Kustodian berdasarkan surat
instruksi tanggal 19 April 2021 untuk menghentikan pencatatan semua biaya yang masih harus di
bayar pada tanggal 20 April 2021 dan melakukan pembayaran pada tanggal 20 April 2021 kepada
seluruh nasabah Reksa Dana sesuai unit penyertaannya dengan berdasarkan NAB tanggal jatuh
tempo.

Sebagaimana dinyatakan dalam Kontrak Investasi Kolektif, segala biaya-biaya yang timbul
sehubungan dengan likuidasi Reksa Dana menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar oleh
Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan dan tidak boleh dibebankan pada
kekayaan Reksa Dana.

Berdasarkan berita acara penyitaan No. BA-16 tanggal 6 April 2020, menjelaskan bahwa telah
dilakukan penyitaan unit penyertaan Reksa Dana kelolaan PT Batavia Prosperindo Aset
Manajemen yang diadministrasikan di PT Bank DBS Indonesia (Bank Kustodian) dengan nama
Investor Anne Patricia Sutanto sebanyak 200.000 unit penyertaan dan Andrew Sutanto sebanyak
1.300.000 unit penyertaan, untuk dijadikan barang bukti dalam perkara dugaan tindak pidana
korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Pada tanggal 12 Agustus 2022, Bank Kustodian telah melakukan pemindahbukuan atas barang
rampasan negara berupa Reksa Dana unit penyertaan atas nama investor Andrew Sutanto yang
telah jatuh tempo dalam bentuk transfer cash kepada rekening penampungan Kejaksaan Agung
Republik Indonesia.



REKSA DANA TERPROTEKSI BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11 (BASIS LIKUIDASI)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Sampai dengan tanggal laporan auditor independen dan merujuk surat OJK No. S-854/PM.21/2020
tertanggal 8 September 2020 perihal pelaksanaan pembubaran dan likuidasi produk pengelolaan
investasi berkenaan dengan penyitaan dan/atau pemblokiran unit penyertaan dan/atau dana oleh
pihak yang berwenang, maka proses pembubaran dan likuidasi Reksa Dana belum dapat
dilaksanakan.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
Berikut ini ikhtisar kebijakan akuntansi yang dipergunakan dalam rangka menyusun laporan
keuangan Reksa Dana Terproteksi Batavia Proteksi Ultima 11 untuk tahun yang berakhir
31 Desember 2025 (Basis Likuidasi).

a.

Pernyataan Kepatuhan Terhadap SAK

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di
Indonesia (basis likuidasi) yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan
Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar
Akuntansi Keuangan - lkatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI), serta peraturan Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya dan ketentuan
akuntansi lainnya yang lazim berlaku di Pasar Modal, serta Surat Edaran Otoritas Jasa
Keuangan Republik Indonesia nomor 14/SEOJK.04/2020 tentang perlakuan akuntansi
produk kontrak investasi kolektif tanggal 8 Juli 2020 yang berlaku setelah tanggal 1 Januari
2020.

Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan

Sebagaimana dijelaskan pada Catatan 2, Manajer Investasi telah memberitahukan mengenai
rencana pembubaran dan likuidasi Reksa Dana. Oleh karena itu, laporan keuangan disajikan
dengan basis likuidasi. Dalam basis likuidasi, aset dinilai berdasarkan nilai yang diperkirakan
dapat direalisasi dan liabilitas disajikan sebesar nilai yang harus dilunasi.

Dasar pengukuran dalam laporan keuangan adalah biaya perolehan (historical cost), kecuali
laporan arus kas dan beberapa akun tertentu yang disusun berdasarkan pengukuran lain
sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan
arus kas atas dasar kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan. Seluruh angka dalam laporan
keuangan ini dibulatkan dan disajikan dalam mata uang Rupiah (Rp), kecuali bila dinyatakan
secara khusus.

Sumber Estimasi Ketidakpastian, Asumsi Signifikan dan Pertimbangan Akuntansi yang
Penting

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia
(basis likuidasi) mengharuskan Manajer Investasi menggunakan estimasi dan asumsi yang
mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas yang dilaporkan dan pengungkapan aset pada
tanggal laporan keuangan serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan.
Realisasi dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi.

Asumsi utama berkaitan dengan masa mendatang serta sumber utama ketidakpastian
estimasi lain pada tanggal laporan posisi keuangan, yang memiliki risiko signifikan
menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas pada tahun buku
berikutnya.

Pertimbangan Penting dalam Penentuan Kebijakan Akuntansi

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajer investasi dan bank kustodian dalam rangka
penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana yang memiliki pengaruh paling signifikan atas
jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.



REKSA DANA TERPROTEKSI BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11 (BASIS LIKUIDASI)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Piutang

Penyisihan piutang tak tertagih dipelihara pada jumlah yang menurut manajemen adalah
memadai untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya piutang. Pada setiap tanggal
pelaporan, Entitas mengukur penyisihan kerugian instrumen keuangan sejumlah kerugian
kredit ekspektasian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut
telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Jika pada tanggal pelaporan, risiko
kredit instrumen keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, entitas
mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit
ekspektasian 12 bulan. Jumlah penyisihan yang dibentuk adalah berdasarkan pengalaman
penagihan masa lalu dan faktor-faktor lainnya yang mungkin mempengaruhi kolektibilitas,
antara lain kemungkinan kesulitan likuiditas atau kesulitan keuangan yang signifikan yang
dialami oleh debitur atau penundaan pembayaran yang signifikan.

Jika terdapat bukti obyektif penurunan nilai, maka saat dan besaran jumlah yang dapat ditagih
diestimasi berdasarkan pengalaman kerugian masa lalu. Cadangan kerugian penurunan nilai
dibentuk atas akun-akun yang diidentifikasi secara spesifik telah mengalami penurunan nilai.

Estimasi yang digunakan dalam pembentuk cadangan kecukupan penurunan nilai

berdasarkan estimasi arus kas di masa depan, dan beberapa faktor lainnya, seperti berikut:

a) Jumlah yang tidak bias dan probabilitas tertimbang yang ditentukan dengan mengevaluasi
serangkaian hasil yang kemungkinan dapat terjadi;

b) Nilai waktu atas uang, dan;

c) Informasiyang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan pada
tanggal pelaporan mengenai peristiwa masa lalu, kondisi kini, dan perkiraan kondisi
ekonomi masa depan.

Menentukan nilai wajar instrumen keuangan

Harga Kuotasian di pasar aktif menyediakan bukti paling andal dari nilai wajar dan digunakan
tanpa penyesuaian untuk mengukur nilai wajar apabila tersedia. Untuk aset keuangan dan
liabilitas keuangan, beberapa dapat dipertukarkan di beberapa pasar aktif diantaranya pasar
utama untuk aset atau liabilitas jika terdapat pasar utama, pasar yang paling menguntungkan
untuk aset atau liabilitas dan transaksi untuk aset atau liabilitas pada harga tanggal
pengukuran. Jika entitas memiliki posisi atas aset atau liabilitas tunggal, maka nilai wajar aset
atau liabilitas diukur dalam level 1 (satu) sebagai produk dari harga kuotasian untuk aset atau
liabilitas individual dan kuantitas yang dimiliki entitas.

Pertimbangan signifikan diperlukan dalam menentukan provisi perpajakan

Entitas menentukan provisi perpajakan berdasarkan estimasi atas kemungkinan adanya
tambahan beban pajak. Jika hasil akhir dari hal ini berbeda dengan jumlah yang dicatat semula,
maka perbedaan tersebut akan berdampak terhadap laba/rugi.

d. Kebijakan Akuntansi Tertentu
1) Dasar Perhitungan Nilai Aset Bersih (NAB)
Nilai Aset Bersih adalah nilai pasar wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa
Dana dikurangi seluruh kewajibannya. Perhitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek
dalam portofolio Reksa Dana dilakukan sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pasar
Modal dan Lembaga Keuangan Nomor IV.C.2. beserta peraturan pelaksanaan terkait
lainnya serta perubahan-perubahannya dan penggantiannya yang mungkin ada di
kemudian hari.

Instrumen Keuangan

Entitas menerapkan PSAK 109 “Instrumen Keuangan”. PSAK 109 membahas klasifikasi,
pengukuran, dan penghentian pengakuan dari aset dan liabilitas keuangan, akuntansi
lindung nilai dan model penurunan nilai untuk aset keuangan.
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Pengukuran aset keuangan diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu: biaya perolehan yang
diamortisasi, diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/Fair Value Through Profit or Loss
(FVTPL), dan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/Fair Value
through Other Comprehensive Income (FVOCI). Klasifikasi aset keuangan tersebut
berdasarkan model bisnis dan karakteristik arus kas kontraktualnya.

Aset keuangan dapat diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi jika dimiliki
dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual (hold to collect) dan menghasilkan arus
kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah
pokok terutang (Solely Payments of Principal and Interest — SPPI). Jumlah pokok adalah
nilai wajar dari aset keuangan saat pengakuan awal, sedangkan bunga merupakan
imbalan untuk nilai waktu atas uang, risiko kredit terkait jumlah pokok terutang pada
periode waktu tertentu, dan risiko serta biaya peminjaman standar dan marjin laba.

Kategori aset tersebut membutuhkan penilaian persyaratan kontraktual pada saat
pengakuan awal untuk menentukan apakah kontrak mengandung persyaratan yang dapat
mengubah waktu atau jumlah dari arus kas yang tidak konsisten dengan persyaratan SPPI.
Penilaian persyaratan kontraktual mempertimbangkan:

e Kejadian kontinjensi yang akan mengubah jumlah dan waktu arus kas

e Fitur leverage

e Persyaratan pelunasan dipercepat atau perpanjangan fasilitas.

Aset dapat dijual dari portofolio hold to collect ketika terjadi peningkatan risiko kredit.
Penghentian dengan alasan lain diperkenankan dengan frekuensi penjualan yang tidak
signifikan.

Aset keuangan berupa instrumen utang dimana tujuan model bisnis dicapai dengan
mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset (hold to collect and sell) dan memiliki
arus kas SPPI, diklasifikasikan sebagai FVOCI. Laba rugi yang belum direalisasi
ditangguhkan pada pendapatan komprehensif lain sampai aset tersebut dihentikan
pengakuannya.

a) Pengakuan dan Pengukuran Awal

Pengakuan Awal

Pada saat pengakuan awal, entitas mengukur aset keuangan atau liabilitas keuangan
pada nilai wajar ditambah atau dikurangi, biaya transaksi yang terkait langsung dengan
perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan, dalam hal aset
keuangan dan liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Akan tetapi,
nilai wajar aset keuangan atau liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal berbeda
dari harga transaksinya.

Pengukuran Awal

Aset Keuangan

Pengakuan dan pengukuran awal aset keuangan dalam ruang lingkup PSAK 109
diklasifikasikan sebagai aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai
wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau nilai wajar melalui laba rugi dengan
menggunakan dasar, yaitu: (i) model bisnis entitas dalam mengelola aset keuangan
dan, (ii) karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan.

Aset keuangan diukur pada biaya diamortisasi jika kedua kondisi terpenuhi: (i) aset
keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan
dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual dan, (ii) persyaratan kontraktual dari
aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari
pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.
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Aset keuangan diukur dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika
kedua kondisi tersebut terpenubhi: (i) aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang
tujuannya akan terpenuhi dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan penjualan
aset keuangan dan, (ii) persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus
kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah
pokok terutang. Jumlah pokok adalah nilai wajar dari aset saat pengakuan awal. Bunga

terdiri dari imbalan untuk:

a. Nilai waktu atas uang;

b. Risiko kredit terkait jumlah pokok terutang pada pokok tertentu;
c. Risiko dan biaya peminjaman standar, dan juga margin laba.

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi kecuali aset keuangan tersebut
diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan
komprehensif lain, akan tetapi, entitas dapat menerapkan pilihan yang tak terbatalkan
pada saat pengakuan awal atas investasi pada instrumen entitas tertentu yang
umumnya diukur pada nilai wajar melalui laba rugi sehingga perubahan nilai wajarnya

disajikan dalam penghasilan komprehensif lain.

Liabilitas Keuangan

Entitas mengklasifikasikan seluruh liabilitas keuangan setelah pengakuan awal
liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasikan, kecuali:
a. Liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi, termasuk derivatif yang

merupakan liabilitas, akan diukur pada nilai wajar.

b. Liabilitas keuangan yang timbul ketika pengalihan aset keuangan yang tidak
memenuhi kualifikasi penghentian pengakuan atau ketika pendekatan keterlibatan

berkelanjutan diterapkan.

b) Pengukuran Setelah Pengakuan Awal
Aset Keuangan

Pinjaman dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap
atau telah ditentukan dan tidak memiliki kuotasi di pasar aktif. Setelah pengakuan
awal, aset keuangan tersebut dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dengan
menggunakan metode suku bunga efektif, keuntungan dan kerugian terkait diakui
pada laporan laba rugi ketika pinjaman yang diberikan dan piutang dihentikan
pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, serta melalui proses amortisasi.

Cadangan atas jumlah yang tidak tertagih dicatat bila ada bukti yang objektif bahwa
Entitas tidak akan dapat menagih piutang tersebut. Piutang tidak tertagih dihapuskan

pada saat diidentifikasi.

Pada setiap tanggal pelaporan, Entitas mengakui kerugian ekspektasian sepanjang
umurnya atas semua instrumen keuangan yang telah mengalami peningkatan risiko
secara signifikan secara sejak pengakuan awal dengan mempertimbangkan semua
informasi yang wajar dan terdukung termasuk informasi yang bersifat perkiraan masa

depan.

Liabilitas Keuangan

Utang dan pinjaman diukur setelah pengakuan awal dengan metode harga perolehan

diamortisasi menggunakan tingkat bunga efektif.

c) Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya dilaporkan
dalam laporan posisi keuangan, jika dan hanya jika Reksa Dana saat ini memiliki hak
yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui
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tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara bersih atau untuk merealisasikan

aset dan menyelesaikan kewajibannya secara bersamaan.

d) Penurunan Nilai Aset Keuangan

Dalam mengestimasi kerugian akibat penurunan nilai, Entitas telah menerapkan
PSAK 109 dengan menggunakan model Expected Credit Loss (ECL). Model ECL
berlaku untuk instrumen keuangan yang tidak diukur dengan FVTPL, yaitu:

e Aset keuangan yang merupakan instrumen utang
e Kontrak jaminan keuangan yang diberikan
e Komitmen pinjaman yang diberikan

Terdapat dua cara pengukuran estimasi menurut model ECL yaitu secara lifetime atau
selama 12 bulan. Estimasi kerugian penurunan nilai kumpulan tagihan dihitung
menggunakan model ECL 12 bulan. Kondisi yang dihitung menggunakan model ECL

12 bulan yaitu:

e Efek investasi utang yang memiliki risiko kredit rendah pada tanggal pelaporan;
e Instrumen keuangan lain (selain piutang sewa guna usaha) yang risiko kreditnya

tidak meningkat signifikan sejak penerbitan awal.

Entitas mengukur risiko kredit menggunakan Probability of Default (PD), Loss Given
Default (LGD), dan Exposure at Default (EAD). ECL ditentukan dengan
memproyeksikan PD, LGD, dan EAD untuk setiap bulan ke depan dan untuk setiap
eksposur individu atau segmen kolektif. Ketiga komponen dikalikan dengan

kemungkinan eksposur selama 12 bulan.

PD 12 bulan ditentukan dengan mempertimbangkan profil jatuh tempo selama 12
bulan. Profil jatuh tempo didasarkan pada data historis yang diamati dan diasumsikan
sama untuk semua aset dalam suatu portofolio dan peringkat kreditnya. EAD 12 bulan

ditentukan berdasarkan profil pembayaran yang diharapkan.

e) Penghentian Pengakuan Aset Keuangan
Aset Keuangan

Penghentian pengakuan atas suatu aset keuangan (atau mana yang berlaku sebagai
bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan sejenis)

dihentikan pengakuannya pada saat:

(i) Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;

atau

(i) Entitas mentransfer hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari
aset keuangan atau menanggung liabilitas untuk membayar arus kas yang diterima
tanpa penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga melalui suatu kesepakatan
penyerahan (a) secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas
kepemilikan aset keuangan tersebut atau (b) secara substansial tidak mentransfer
dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan
tersebut, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

Apabila Entitas mentransfer hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset
keuangan atau mengadakan kesepakatan penyerahan dan tidak mentransfer maupun
tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan
tersebut dan juga tidak mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut, maka
suatu aset keuangan baru diakui oleh Entitas sebesar keterlibatan berkelanjutan
dengan aset keuangan tersebut. Keterlibatan berkelanjutan berbentuk pemberian
jaminan atas aset yang ditransfer, diukur sebesar jumlah terendah antara nilai aset
yang ditransfer dan nilai maksimal dari pembayaran yang diterima yang mungkin harus

dibayar kembali oleh Entitas.
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2)

3)

Pada saat penghentian pengakuan atas aset keuangan secara keseluruhan, maka
selisih antara jumlah tercatat dan jumlah dari (a) pembayaran yang diterima (termasuk
setiap aset baru yang diperoleh dikurangi setiap liabilitas baru yang ditanggung) dan
(b) setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui dalam penghasilan
komprehensif lain, diakui dalam laba rugi.

Liabilitas Keuangan

Sebuah liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat liabilitas yang
ditetapkan dalam kontrak tersebut dihentikan atau dibatalkan atau kadaluwarsa. Ketika
sebuah liabilitas keuangan ditukar dengan liabilitas keuangan lain dan pemberi
pinjaman yang sama atas persyaratan yang secara substansial berbeda atau bila
persyaratan dan liabilitas keuangan tersebut secara substansial dimodifikasi,
pertukaran atau modifikasi persyaratan tersebut dicatat sebagai penghentian
pengakuan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan
selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas keuangan tersebut diakui dalam
laporan laba rugi.

Pengakuan dan Pendapatan Beban

Pendapatan diakui ketika kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan akan
mengalir ke Reksa Dana dan manfaat ini dapat diukur secara andal. Pendapatan bunga
diakui berdasarkan proporsi waktu dalam laba rugi, termasuk pendapatan dari efek utang,
jasa giro dan instrumen pasar uang.

Beban diakui secara akrual. Besaran beban yang berhubungan dengan jasa pengelolaan,
jasa kustodian, dan beban lainnya dihitung dan diakui secara akrual setiap hari.

Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No.
SE-18/PJ.42 1996 tanggal 30 April 1996 tentang pajak penghasilan atas usaha Reksa
Dana, dan diatur dalam Peraturan Pemerintah R.I No 55 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2009 tentang pajak penghasilan atas
penghasilan berupa Bunga Obligasi, serta ketentuan pajak yang berlaku.

Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa
Dana, sedangkan pembelian kembali unit penyertaan dan pembagian laba kepada
pemegang unit bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Perhitungan pajak penghasilan badan Entitas, mengikuti pajak penghasilan Pasal 29.
Berdasarkan ketentuan pajak yang berlaku pengenaan tarif dibagi dalam 2 jenis
berdasarkan jumlah peredaran bruto.
a) Peredaran bruto hingga Rp50.000.000.000
- Peredaran bruto kurang dari 4.800.000.000 maka 50% x 22% x Pendapatan Kena
Pajak
- Peredaran bruto lebih dari 4.800.000.000 sampai dengan 50.000.000.000 maka
(50%x22% x Penghasilan Kena Pajak yang memperoleh fasilitas) + (22% x
Penghasilan Kena Pajak tidak memperoleh fasilitas)
b) Peredaran bruto di atas Rp50.000.000.000 PPh badan terutang dengan peredaran
bruto di atas Rp50 miliar akan dihitung berdasarkan ketentuan umum atau tanpa
fasilitas pengurangan tarif.

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset bersih yang dapat didistribusikan

kepada pemegang unit dari aktivitas operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan
yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Pajak tangguhan tidak diakui karena
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4)

5)

tidak terdapat perbedaan temporer yang berdampak terhadap pengakuan aset atau
liabilitas tangguhan.

Transaksi Pihak Berelasi

Entitas melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Definisi pihak berelasi sesuai
dengan yang diatur dalam PSAK 224 tentang Pengungkapan pihak-pihak berelasi dan
Surat Edaran Otoritas Jasa keuangan (SEOJK) No. 14/SEOJK.04.2020 tentang Pedoman
Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tanggal 8 Juli
2020 pada Lampiran A Nomor 17 tentang Pihak Berelasi.

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor.
a) Orang atau anggota keluarga terdekat yang mempunyai relasi dengan entitas pelapor
jika orang tersebut:
i Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas Entitas pelapor;
i.  Memiliki pengaruh signifikan atas Entitas pelapor; atau
iii.  Personil manajemen kunci Entitas pelapor atau entitas induk Entitas.

b) Suatu Entitas berelasi dengan Entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:

i Entitas dan Entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama
(artinya Entitas induk, Entitas anak, dan Entitas anak berikutnya terkait dengan
Entitas lainnya);

ii.  Satu Entitas adalah Entitas asosiasi atau ventura bersama dari Entitas lain (atau
Entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok
usaha, yang mana Entitas lain tersebut adalah anggotanya);

iii. Kedua Entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;

iv. Satu Entitas adalah ventura bersama dari Entitas ketiga dan Entitas yang lain
adalah Entitas asosiasi dari Entitas ketiga;

v.  Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja
dari salah satu Entitas pelapor atau Entitas yang terkait dengan Entitas pelapor.
Jika Entitas pelapor adalah Entitas yang menyelenggarakan program tersebut,
maka Entitas sponsor juga berelasi dengan Entitas pelapor;

vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang
diidentifikasi dalam huruf “a”;

vii. Orang yang diidentifikasi dalam poin “a.i” memiliki pengaruh signifikan atas
Entitas atau personil manajemen kunci Entitas (atau Entitas induk dari Entitas).

viii. Entitas, atau anggota dari kelompok dimana entitas merupakan bagian dari
kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada Produk
Investasi KIK atau kepada entitas induk dari Produk Investasi KIK.

Jenis transaksi dan saldo atas transaksi dengan pihak-pihak berelasi, apakah yang
dilaksanakan dengan atau tidak dengan syarat atau kondisi normal yang sama dengan
pihak yang tidak berelasi, diungkapkan dalam laporan keuangan.

Nilai Wajar

Pengukuran nilai wajar didasarkan pada asumsi bahwa transaksi untuk menjual aset atau
mengalihkan liabilitas akan terjadi di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut atau,
jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau
liabilitas tersebut. Reksa Dana harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang
paling menguntungkan pada tanggal pengukuran. Reksa Dana memaksimalkan
penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan
input yang tidak dapat diobservasi. Seluruh aset dan liabilitas dikategorikan dalam hirarki
nilai wajar sebagai berikut:

a) Tingkat 1 - harga kuotasi (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas

yang identik.
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b) Tingkat 2 - teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap
pengukuran nilai wajar dapat diobservasi, baik secara langsung maupun tidak
langsung.

c) Tingkat 3 - teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap
pengukuran nilai wajar tidak dapat diobservasi.

Untuk aset dan liabilitas diukur pada nilai wajar secara berulang dalam laporan keuangan,
maka Reksa Dana menentukan apakah terdapat transfer diantara level hirarki dengan
menilai kembali pengkategorian pada setiap akhir periode pelaporan.

6) Kas dan Setara Kas
Kas dan setara kas merupakan rekening giro yang ditempatkan di Bank.

4. KAS DI BANK
Akun ini merupakan saldo kas berupa rekening giro yang ditempatkan pada pihak ketiga yaitu
PT Bank DBS Indonesia (Bank Kustodian) per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah
sebesar Rp228.679.641 dan Rp228.686.116.

5. PENDAPATAN YANG BELUM DIDISTRIBUSIKAN
Akun ini merupakan rincian pendapatan yang belum didistribusikan Reksa Dana kepada
pemegang unit penyertaan per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp17.950.653 dan
Rp17.950.653.

6. BEBAN AKRUAL
Akun ini merupakan beban akrual atas s-invest dan akrual administrasi bank per 31 Desember
2025 dan 2024 sebesar Rp100.550 dan Rp550.

7. ASET BERSIH
Aset bersih merupakan akun yang menunjukkan akumulasi hasil usaha periodik setelah
memperhitungkan distribusi kepada pemegang unit penyertaan per 31 Desember 2025 dan 2024
masing-masing dengan rincian sebagai berikut:

2025 2024
Aset Bersih, 1 Januari 210.734.913 210.841.956
Laba/(Rugi) Bersih (106.475) (107.043)
Pembelian kembali unit penyertaan - -
Kenaikan/(Penurunan) Aset Bersih (106.475) (107.043)
Jumlah Kenaikan Aset Bersih 210.628.438 210.734.913

8. JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR
Jumlah unit penyertaan beredar per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

2025 dan 2024

Pemilik Unit Penyertaan Jumiah Unit Presentasi
Penyertaan Kepemilikan
Pemilik Lain 200.000 100%
Manager Investasi - 0%
Jumlah 200.000 100%
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9. BEBAN INVESTASI
Beban investasi merupakan beban yang berasal dari kegiatan investasi Reksa Dana untuk tahun
yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp106.475 dan Rp107.043
berupa pembayaran S-Invest dan pembayaran administrasi bank.

10. PAJAK PENGHASILAN
a) Pajak Kini
Rekonsiliasi antara kenaikan (penurunan) aset bersih yang dapat didistribusikan kepada
pemegang unit penyertaan dari operasi sebelum beban pajak penghasilan menurut laba (rugi)
dengan kenaikan (penurunan) aset bersih yang dapat didistribusikan kepada pemegang unit
penyertaan dari operasi kena pajak adalah sebagai berikut:

2025 2024

Kenaikan (penurunan) aset bersih yang dapat
didistribusikan kepada pemegang unit penyertaan
sebelum pajak penghasilan (106.475) (107.043)

Ditambah/(dikurang)

Beban untuk mendapatkan, menagih dan
penghasilan/transaksi yang tidak termasuk
objek pajak dan/atau yang telah dikenakan
pajak bersifat final dan beban lain-lain 106.475 107.043

Kenaikan/(penurunan) aset bersih yang dapat
didistribusikan kepada pemegang unit penyertaan
sebelum beban pajak penghasilan 106.475 107.043

Laba (rugi) kena pajak - -

Jumlah beban pajak penghasilan - -

Kurang/Lebih Pajak Penghasilan - -

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (UU HPP) tanggal 29 Oktober 2021, tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak dalam
negeri untuk tahun 2025 dan 2024 adalah sebesar 22%.

15



REKSA DANA TERPROTEKSI BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11 (BASIS LIKUIDASI)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11.

12.

NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN
Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen
keuangan Reksa Dana yang tercatat dalam laporan keuangan.

2025
Nilai Tercatat Nilai Wajar
Aset Keuangan
Kas di Bank 228.679.641 228.679.641
Jumlah Aset Keuangan 228.679.641 228.679.641
Liabilitas Keuangan
Pendapatan Yang Belum Didistribusikan 17.950.653 17.950.653
Beban Akrual 100.550 100.550
Jumlah Liabilitas Keuangan 18.051.203 18.051.203
2024
Nilai Tercatat Nilai Wajar
Aset Keuangan
Kas di Bank 228.686.116 228.686.116
Jumlah Aset Keuangan 228.686.116 228.686.116
Liabilitas Keuangan
Pendapatan Yang Belum Didistribusikan 17.950.653 17.950.653
Beban Akrual 550 550
Jumlah Liabilitas Keuangan 17.951.203 17.951.203

MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai manajer investasi telah menerapkan
pembatasan investasi Reksa Dana sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)
tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana, Reksa Dana Dengan Penjaminan dan Reksa Dana
Indeks, dalam melaksanakan pengelolaan Reksa Dana. Investasi Reksa Dana Pada Efek Bersifat
Utang atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang Ditawarkan Tidak Melalui Penawaran Umum
wajib sesuai dengan ketentuan dalam Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-697/PM.21/2018
tertanggal 4 Juli 2018. Reksa Dana memberikan proteksi 100% (seratus persen) atas Pokok
Investasi yang dicapai secara keseluruhan pada Tanggal Akhir Investasi, namun terdapat risiko
investasi yang dapat mengakibatkan mekanisme proteksi atas Pokok Investasi tidak berlaku dan
risiko yang tidak mempengaruhi proteksi atas Pokok Investasi, yaitu:

a. Risiko Investasi Yang Dapat Mengakibatkan Mekanisme Proteksi Tidak Berlaku
1) Risiko Kredit (Wanprestasi)
Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit
Penyertaan. Namun dalam kondisi luar biasa (force majeure) dimana Negara Republik
Indonesia, bank dan penerbit surat berharga atau pihak dimana Reksa Dana Batavia
Proteksi Ultima 11 melakukan investasi dapat wanprestasi (default) dalam memenuhi
kewajibannya, baik wanprestasi pembayaran atau wanprestasi lainnya yang ditetapkan
dalam perjanjian, termasuk dalam hal terjadi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau
kepailitan terhadap penerbit, maka hal ini akan mempengaruhi hasil investasi Reksa Dana.
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2)

Risiko Pelunasan Awal Unit penyertaan
Dalam hal terjadi Pelunasan Lebih Awal terdapat risiko harga Pelunasan Lebih Awal tersebut
mungkin lebih rendah dari tingkat proteksi Pokok Investasi untuk setiap Unit Penyertaan.

Risiko Perubahan Peraturan

Perubahan yang terjadi pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan di
bidang perpajakan serta kebijakan-kebijakan Pemerintah terutama di bidang ekonomi makro
yang berhubungan dengan Efek Bersifat Utang dapat mempengaruhi tingkat pengembalian
dan hasil investasi yang akan diterima oleh Reksa Dana dan berakibat pada berkurangnya
hasil investasi yang mungkin diperoleh oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; dan (ii) Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana menjadi kurang
dari Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa
berturut-turut, maka sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi
Kolektif Pasal 45 huruf ¢ dan d serta Pasal 27.1. butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi
Kolektif, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan
mempengaruhi proteksi dan hasil investasi Reksa Dana.

b. Risiko yang tidak mempengaruhi mekanisme proteksi, sebagai berikut:

1.

Risiko Likuiditas

Di samping hal tersebut di atas, dalam kondisi luar biasa (Force Majeure) atau kejadian (baik
yang dapat maupun tidak dapat diperkirakan sebelumnya) di luar kekuasaan Manajer
Investasi yaitu risiko berkurang atau tidak adanya likuiditas dari pihak ketiga pada Tanggal
Pelunasan Akhir, maka pelunasan pada Tanggal Pelunasan Akhir, dapat dihentikan
sementara sesuai ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan OJK yang
berlaku.

Risiko Tingkat Suku Bunga

Tingkat suku bunga di pasar keuangan dapat mengakibatkan kenaikan atau penurunan
harga instrumen investasi dalam portofolio Reksa Dana yang dapat berpengaruh terhadap
Nilai Aktiva Bersih dari Reksa Dana.

Risiko Pasar (Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik)

Perubahan atau memburuknya kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar
negeri atau perubahan peraturan dapat mempengaruhi perspektif pendapatan yang dapat
pula berdampak pada kinerja bank dan penerbit surat berharga atau pihak dimana Reksa
Dana melakukan investasi. Hal ini akan juga mempengaruhi kinerja portofolio investasi
Reksa Dana.

c. Risiko Industri
Sesuai dengan Kebijakan Investasi Reksa Dana, sebagian besar hingga seluruh investasi
Reksa Dana adalah dalam Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik
Indonesia dan/atau korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau
diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, sehingga risiko investasi Reksa Dana yang relevan
adalah risiko Negara Republik Indonesia dan/atau risiko usaha yang dipengaruhi oleh faktor
internal maupun eksternal.
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13. RASIO-RASIO KEUANGAN
Berikut ini adalah ikhtisar rasio rasio keuangan Reksa Dana. Rasio-rasio ini dihitung berdasarkan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020.

Rasio keuangan Reksa Dana per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

2025 2024
Total Hasil Investasi -0,05% -0,05%
Hasil Investasi Setelah Memperhitungkan Beban
Pemasaran -0,05% -0,05%
Biaya Operasi -0,05% -0,05%
Perputaran Portofolio 1:0 1:0
Persentase Penghasilan Kena Pajak 0,00% 0,00%

14. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
Sampai dengan tanggal penyajian laporan keuangan, tidak terdapat peristiwa setelah tanggal
pelaporan yang signifikan.

15. PERKEMBANGAN TERAKHIR STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN DAN PERATURAN YANG
TERKAIT DENGAN AKTIVITAS REKSA DANA
Standar dan interpretasi standar akuntansi yang telah dikeluarkan dan waijib diterapkan sejak
tanggal 1 Januari 2025, antara lain:

- Amendemen PSAK 109 dan PSAK 107 “Pengungkapan tentang Klasifikasi dan Pengukuran
Instrumen Keuangan”.

- PSAK 118 menggantikan PSAK 201 “Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan
Keuangan”.

Sejumlah standar baru lainnya juga berlaku mulai 1 Januari 2025, namun tidak berdampak material
pada laporan keuangan Entitas.
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INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN

REKSA DANA TERPROTEKSI BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11 (BASIS LIKUIDASI)

IKHTISAR RASIO KEUANGAN

PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

Berikut ini adalah informasi tambahan mengenai ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk 3 tahun

kalender:
Periode dari
tanggal 1\ o iode 12 | Periode 36 | ©eriode 60
Januari bulan terakhir|bulan terakhir bulan
tahun . . terakhir dari 3 Tahun Kalender Terakhir
R dari tanggal | dari tanggal
berjalan Prospektus | Prospektus tanggal
s/d tanggal P P Prospektus
Prospektus
2025 2024 2023
Total Hasil Investasi (%) -0,05 -0,05 -0,05
Hasil Investasi Setelah Memperhitungkan
Beban Pemasaran (%) -0,05 -0,05 -0,05
Biaya Operasi (%) -0,05 -0,05 -0,05
Perputaran Portofolio (%) 1:0 1:0 1:0
Persentase Penghasilan Kena Pajak (%)

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi
seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja

masa lalu.




BAB Xl

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

Tata Cara Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan

Sebelum melakukan pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, calon Pemegang Unit
Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus BATAVIA PROTEKSI
ULTIMA 11 beserta ketentuan-ketentuan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit
Penyertaan. Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan
BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11 harus mengisi dan menandatangani Formulir Profil
Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan lengkap, jelas,
benar dan melampirkan fotokopi bukti identitas diri (KTP bagi perorangan lokal, paspor bagi
Warga Negara Asing dan Anggaran Dasar, NPWP serta bukti identitas diri dari pejabat
yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai
dengan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan serta bukti
pembayaran yang harus diserahkan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang
ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Masa Penawaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh dari Manajer Investasi
atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Masa Penawaran.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU, PPT dan
PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual yang
ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan Pembelian Unit
Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan serta
persyaratan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit
Penyertaan.

Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan dan
persyaratan tersebut di atas tidak dilayani.

Batas Minimum Pembelian Unit Penyertaan

Batas minimum Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11 ditetapkan
sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila Pembelian dilakukan melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi
(jika ada), maka Manajer Investasi bersama-sama dengan Agen Penjual yang ditunjuk oleh
Manajer Investasi (jika ada), dapat menentukan minimum Pembelian Unit Penyertaan
BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11 yang lebih besar dari yang tercantum dalam Prospektus
ini. Batas minimum Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11 akan
diatur dan dicantumkan lebih lanjut dalam Dokumen Keterbukaan Produk.

Harga Pembelian Unit Penyertaan

Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11 ditawarkan pada harga sama dengan
Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan selama
Masa Penawaran, yang harus dibayar pada saat penyampaian Formulir Pemesanan
Pembelian Unit Penyertaan.

Pemrosesan Pembelian Unit Penyertaan

Pada Hari Bursa terakhir dalam Masa Penawaran, Formulir Pemesanan Pembelian Unit
Penyertaan beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah lengkap
dan diterima secara baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen
Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) serta disetujui oleh Manajer
Investasi paling lambat pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan dana
Pembelian telah diterima dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian paling lambat
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13.5.

13.6.

13.7.

pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat) pada hari Hari Bursa terakhir pada
Masa Penawaran, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih
pada Tanggal Launching BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap dan diterima secara
baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh
Manajer Investasi (jika ada) serta disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB
(tiga belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa terakhir dalam Masa Penawaran akan
ditolak dan tidak akan diproses.

Biaya Pembelian Unit Penyertaan
Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11 dikenakan biaya Pembelian
Unit Penyertaan (subscription fee) sebesar maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari

jumlah investasi awal yang akan dibebankan pada awal periode investasi.

Biaya Pembelian dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual
yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri.

Syarat-Syarat Pembayaran
Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan dilakukan pada Masa Penawaran dengan cara

pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening calon Pemegang Unit
Penyertaan ke dalam rekening:

Nama Rekening : BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11
Bank : PT Bank DBS Indonesia
Rekening Nomor 1 3320102483

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA
PROTEKSI ULTIMA 11, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat
membuka rekening atas nama BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11 pada bank lain.

Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan dikendalikan oleh Bank
Kustodian.

Bagi Pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan
dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dengan
pemindahbukuan/transfer (tanpa bunga) dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama
Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah pembayaran diterima
dengan baik.

Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer (jika ada), biaya Pembelian
dan biaya lain sehubungan dengan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan menjadi
beban Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit
Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan BATAVIA
PROTEKSI ULTIMA 11 dikreditkan ke rekening atas nama BATAVIA PROTEKSI ULTIMA
11 di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa terakhir pada Masa Penawaran.

Sumber Dana Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan

Dana pembelian Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11 sebagaimana
dimaksud di atas hanya dapat berasal dari:

a. calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;

b. anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak
Investasi Kolektif;

c. perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana
berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
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13.8.

d. Manajer Investasi, Agen Penjual dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana,
untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan BATAVIA
PROTEKSI ULTIMA 11.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan
sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf ¢, dan
huruf d di atas, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI
ULTIMA 11 wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang
menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

Pengiriman Surat Konfirmasi Pembelian Unit Penyertaan

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan atas pelaksanaan perintah Pembelian Unit
Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan waijib dikirimkan kepada Pemegang Unit
Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah
dimaksud dengan ketentuan, seluruh pembayaran telah diterima (in good fund) dan
Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan telah

lengkap dan diterima dengan baik (in complete application).
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BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN OLEH
PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

14.1.

14.2.

Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan hanya dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit
Penyertaan BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11 setelah Lock in Period BATAVIA PROTEKSI
ULTIMA 11 dan dapat dilakukan pada Tanggal Penjualan Kembali.

Prosedur Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Penjualan Kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan pada Tanggal Penjualan
Kembali, yang dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan
BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11 yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat
disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer
Investasi (jika ada), dan harus telah diterima oleh Manajer Investasi selambat-lambatnya 1
(satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Penjualan Kembali, selambat-lambatnya pada pukul
13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat). Penjualan Kembali oleh Pemegang Unit
Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum
dalam Kontrak dan Prospektus BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11. Permohonan Penjualan
Kembali Unit Penyertaan atau Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan diterima
dengan baik apabila seluruh kondisi di bawah ini telah dipenuhi yaitu:

a. Permohonan ini harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum
dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA
PROTEKSI ULTIMA 11;

b. Permohonan dilengkapi dengan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang akan dijual
kembali;

c. Tanda tangan pada permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan atau Formulir
Penjualan Kembali Unit Penyertaan sama dengan tanda tangan pada Formulir
Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11 atau pihak
yang menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah pihak yang
mempunyai wewenang untuk menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit
Penyertaan;

d. Ketentuan Bab XIV butir 14.2 huruf c tersebut di atas tidak berlaku dalam hal
Pemegang Unit Penyertaannya atau pihak yang mempunyai wewenang untuk
menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan meninggal dunia, dalam
hal mana, permohonan Penjualan Kembali dapat ditandatangani oleh ahli waris
Pemegang Unit Penyertaan atau pihak yang mempunyai wewenang untuk
menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang sah;

e. Permohonan disertai dengan fotokopi bukti identitas diri yang sesuai dengan bukti jati
diri pada saat pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

f. Batas minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11
ditentukan berdasarkan kondisi mana yang memenuhi salah satu ketentuan yaitu
sebesar adalah Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) atau sejumlah 1.000 (seribu) Unit
Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa pada Tanggal
Penjualan Kembali. Apabila Penjualan Kembali dilakukan melalui Agen Penjual yang
ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka Manajer Investasi bersama-sama
dengan Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), dapat
menentukan minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI
ULTIMA 11 yang lebih besar dari yang tercantum dalam Prospektus ini. Batas minimum
Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11 akan diatur dan
dicantumkan lebih lanjut dalam Dokumen Keterbukaan Produk.
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14.3.

Penjualan Kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari
ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Pembayaran Penjualan Kembali

Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan akan dilakukan oleh Bank Kustodian
sesuai instruksi Manajer Investasi dalam bentuk pemindahbukuan/transfer ke rekening
terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya transfer (jika ada) dan biaya
Penjualan Kembali merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Biaya Penjualan
Kembali yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar maksimum 2,5%
(dua koma lima persen) dari jumlah Penjualan Kembali yang dilakukan. Biaya Penjualan
Kembali dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang
ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri.

Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin paling
lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Tanggal Penjualan Kembali.

14.4. Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan

14.5.

14.6.

Harga Penjualan Kembali setiap Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11 adalah
harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva
Bersih BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11 pada Tanggal Penjualan Kembali.

Pemrosesan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah lengkap dan diterima secara baik
(in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh
Manajer Investasi (jika ada) serta disetujui oleh Manajer Investasi selambat-lambatnya
pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) pada selambat-lambatnya 1 (satu) Hari
Bursa sebelum Tanggal Penjualan Kembali, akan diproses oleh Bank Kustodian
berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11 pada Tanggal Penjualan
Kembali.

Bagi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah lengkap dan diterima secara
baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh
Manajer Investasi (jika ada) serta disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB
(tiga belas Waktu Indonesia Barat) pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Penjualan
Kembali, permohonan atau formulir tersebut akan ditolak dan tidak dapat diproses oleh
Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi.

Batas Maksimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Manajer Investasi berhak untuk membatasi jumlah Penjualan Kembali Unit Penyertaan
BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11 jika jumlah permohonan Penjualan Kembali dalam 1
(satu) hari telah mencapai 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA
PROTEKSI ULTIMA 11 pada Tanggal Penjualan Kembali yang bersangkutan. Dalam hal
Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan Penjualan Kembali lebih dari
10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Tanggal Penjualan Kembali yang
bersangkutan, maka Manajer Investasi dapat menerapkan metode alokasi yaitu melakukan
alokasi atas penjualan kembali Unit Penyertaan untuk masing-masing Pemegang Unit
Penyertaan secara proporsional sesuai besaran permohonan Penjualan Kembali dari
masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih
BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11 pada akhir Tanggal Penjualan Kembali yang
bersangkutan. Dalam hal Manajer Investasi menerapkan metode alokasi, maka kelebihan
permohonan Penjualan Kembali, atas instruksi Manajer Investasi, tidak dapat diproses
pada Tanggal Penjualan Kembali yang bersangkutan. Pemrosesan Penjualan Kembali
tersebut akan dilaksanakan pada Tanggal Penjualan Kembali berikutnya dengan
persetujuan tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan.
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14.7.

14.8.

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank
Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan), apabila terjadi
hal-hal sebagai berikut :

(i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek diperdagangkan ditutup;
dan/atau

(ii) Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek BATAVIA PROTEKSI
ULTIMA 11 di Bursa Efek dihentikan; dan/atau

(iii) Keadaan kahar sesuai Kontrak Investasi Kolektif

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit
Penyertaan apabila melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) sebagaimana
yang dimaksud di atas paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi Penjualan
Kembali diterima oleh Manajer Investasi.

Pengiriman Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan atas pelaksanaan perintah Penjualan Kembali
Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan kepada Pemegang Unit
Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah
dimaksud dengan ketentuan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang
Unit Penyertaan lengkap dan diterima dengan baik (in complete application).

Saldo Minimum Kepemilikan

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11 adalah
sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan.
Apabila dalam hal terjadi Penjualan Kembali menyebabkan nilai Unit Penyertaan yang
dimiliki Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan menjadi kurang dari Rp 1.000.000,-
(satu juta Rupiah) maka Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer
Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk
melakukan penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit
Penyertaan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk seluruh
Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.
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BAB XV

PELUNASAN UNIT PENYERTAAN PADA TANGGAL JATUH TEMPO

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

Pelunasan Unit Penyertaan pada Tanggal Jatuh Tempo

Pada Tanggal Jatuh Tempo Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit
Penyertaan wajib melakukan pelunasan atas seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan
dalam waktu yang bersamaan (serentak) dan dengan harga per Unit Penyertaan yang
sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih
BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11 pada Tanggal Jatuh Tempo.

Prosedur Pelunasan Unit Penyertaan Pada Tanggal Jatuh Tempo

Pada Tanggal Jatuh Tempo, Pemegang Unit Penyertaan tidak perlu menyampaikan
permohonan tertulis mengenai pelunasan Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI ULTIMA
11 karena pada Tanggal Jatuh Tempo, Manajer Investasi wajib membeli kembali seluruh
Unit Penyertaan yang telah diterbitkan pada Tanggal Jatuh Tempo dengan harga per Unit
Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan
berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11 pada Tanggal Jatuh
Tempo. Pada Tanggal Jatuh Tempo, Pemegang Unit Penyertaan tidak perlu mengisi
Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11. Pemegang
Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya pelunasan atas Unit Penyertaan yang dibeli kembali
oleh Manajer Investasi dalam rangka pelunasan pada Tanggal Jatuh Tempo.

Pembayaran Pelunasan Unit Penyertaan

Pembayaran pelunasan Unit Penyertaan akan dilakukan oleh Bank Kustodian sesuai
instruksi Manajer Investasi dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang
Rupiah ke rekening terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya transfer (jika
ada) merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran pelunasan Unit
Penyertaan dilakukan sesegera mungkin tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Tanggal
Jatuh Tempo.

Harga Pelunasan Unit Penyertaan pada Tanggal Jatuh Tempo

Harga pelunasan setiap Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11 pada Tanggal
Jatuh Tempo adalah harga setiap Unit Penyertaan yang ditentukan berdasarkan Nilai
Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11 pada Tanggal Jatuh Tempo (apabila
Tanggal Jatuh Tempo bukan Hari Bursa maka Nilai Aktiva Bersih yang dipergunakan
adalah Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa berikutnya setelah Tanggal Jatuh Tempo).
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BAB XVI

PELUNASAN LEBIH AWAL UNIT PENYERTAAN

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

Pelunasan Lebih Awal Unit Penyertaan

Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan
Pelunasan Lebih Awal atas seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dalam waktu
yang bersamaan (serentak) dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya
bagi semua Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA
PROTEKSI ULTIMA 11 pada tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal apabila:

1. terdapat perubahan yang material dalam peraturan di bidang perpajakan; dan/atau
2. perubahan yang material dalam interpretasi peraturan perpajakan oleh pejabat pajak;
dan/atau

3. terdapat perubahan politk dan hukum yang berlaku, perubahan ekonomi yang
ekstrim yang berdasarkan pertimbangan Manajer Investasi dapat merugikan
Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11 secara signifikan;
dan/atau

4. adanya permintaan tertulis dari seluruh Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan
Pelunasan Lebih Awal.

Hal mana Pelunasan Lebih Awal dikarenakan adanya perubahan yang material dalam
peraturan di bidang perpajakan dan/atau perubahan yang material dalam interpretasi
peraturan perpajakan oleh pejabat pajak dan/atau terdapat perubahan politik dan hukum
yang berlaku, perubahan ekonomi yang ekstrim yang berdasarkan pertimbangan Manajer
Investasi dapat merugikan Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11
secara signifikan dan/atau adanya permintaan tertulis dari seluruh Pemegang Unit
Penyertaan untuk melakukan Pelunasan Lebih Awal, dapat menyebabkan harga Pelunasan
Lebih Awal tersebut lebih rendah dari tingkat proteksi Pokok Investasi untuk setiap Unit
Penyertaan.

Prosedur Pelunasan Lebih Awal Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan tidak perlu mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit
Penyertaan BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11 karena Manajer Investasi wajib membeli
kembali seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dalam waktu yang bersamaan
(serentak) dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua
Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA
PROTEKSI ULTIMA 11 pada tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal. Pemegang Unit
Penyertaan tidak dikenakan biaya pelunasan atas Unit Penyertaan yang dibeli kembali
oleh Manajer Investasi dalam rangka pelunasan pada tanggal dilakukannya Pelunasan
Lebih Awal.

Pembayaran Pelunasan Lebih Awal Unit Penyertaan

Pembayaran Pelunasan Lebih Awal Unit Penyertaan akan dilakukan olah Bank Kustodian
sesuai instruksi Manajer Investasi dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata
uang Rupiah ke rekening terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya transfer
(ika ada) merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran Pelunasan
Lebih Awal Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa
sejak tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal.

Harga Pelunasan Unit Penyertaan pada Tanggal Pelunasan Lebih Awal
Harga pelunasan setiap Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11 adalah harga

setiap Unit Penyertaan yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA
PROTEKSI ULTIMA 11 pada tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal.
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BAB XVII

PELUNASAN ATAS SEBAGIAN UNIT PENYERTAAN

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan

Dalam hal terdapatnya Efek Bersifat Utang yang menjadi basis proteksi dalam portofolio
investasi BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11 yang telah jatuh tempo sebelum Tanggal Jatuh
Tempo BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11, Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang
Unit Penyertaan melakukan Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan yang telah
diterbitkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11 pada Tanggal
Pelunasan Sebagian Unit Penyertaan.

Prosedur Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan

Pada Tanggal Pelunasan Sebagian Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan tidak
perlu menyampaikan permohonan tertulis atas pelunasan sebagian Unit Penyertaan
BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11 karena pada Tanggal Pelunasan Sebagian Unit
Penyertaan tersebut, Manajer Investasi berdasarkan Prospektus ini akan membeli kembali
sebagian Unit Penyertaan yang telah diterbitkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA
PROTEKSI ULTIMA 11 pada Tanggal Pelunasan Sebagian Unit Penyertaan. Pada Tanggal
Pelunasan Sebagian, Pemegang Unit Penyertaan tidak perlu mengisi Formulir Penjualan
Kembali Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11. Pemegang Unit Penyertaan
tidak dikenakan biaya pelunasan atas Unit Penyertaan yang dibeli kembali oleh Manajer
Investasi dalam rangka pelunasan pada Tanggal Pelunasan Sebagian.

Pembayaran Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan

Pembayaran Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan akan dilakukan oleh Bank
Kustodian sesuai instruksi Manajer Investasi dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam
mata uang Rupiah ke rekening terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya
transfer (jika ada) merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran
Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7
(tujuh) Hari Bursa sejak Tanggal Pelunasan Sebagian Unit Penyertaan.

Harga Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan pada Tanggal Pelunasan Sebagian
Unit Penyertaan

Harga Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11 pada
Tanggal Pelunasan Sebagian Unit Penyertaan adalah harga setiap Unit Penyertaan yang
ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11 pada Tanggal
Pelunasan Sebagian Unit Penyertaan.
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BAB XVIII

PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

18.1.

18.2.

Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan

Kepemilikan Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11 hanya dapat beralih atau
dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme
penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

a. Pewarisan; atau
b. Hibah.

Prosedur Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11 waijib
diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer
Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti
pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya
diadministrasikan di Bank Kustodian.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11 sebagaimana
dimaksud pada butir 18.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11 atau Agen Penjual yang
ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU, PPT dan
PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan
Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada
butir 18.1 di atas.
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BAB XIX

PEMBUBARAN DAN HASIL LIKUIDASI

19.1.

19.2.

HAL-HAL YANG MENYEBABKAN BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11 WAJIB
DIBUBARKAN

BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11 berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK dan
wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

a.

Dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa, BATAVIA PROTEKSI
ULTIMA 11 yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana
kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang
Pasar Modal; dan/atau

Total Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11 kurang dari Rp
10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari
Bursa berturut-turut; dan/atau

BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11 dimiliki kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit
Penyertaan dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut;
dan/atau

Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan
BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11.

PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11

Dalam hal BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11 wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana
dimaksud dalam butir 19.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

i)

ii)

menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana
pembubaran BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11 kepada para Pemegang Unit
Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia
yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 19.1 huruf a di atas;

menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak
berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 19.1 huruf a di atas
untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit
Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara
proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh
lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima
Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 19.1 huruf a di atas; dan

membubarkan BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11 dalam jangka waktu paling lambat
10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada butir 19.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran
BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11 kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari
Bursa sejak BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11 dibubarkan, disertai dengan:

1. akta pembubaran BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11 dari Notaris yang
terdaftar di OJK; dan

2. laporan keuangan pembubaran BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11 yang di
audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika BATAVIA PROTEKSI ULTIMA
11 telah memiliki dana kelolaan

Dalam hal BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11 wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana
dimaksud dalam butir 19.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

i)

mengumumkan rencana pembubaran BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11 paling
sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran
nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK dan pada hari
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i

yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk
menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11;
menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak
diperintahkan OJK, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak
pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan
secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana
tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa
sejak likuidasi selesai dilakukan; dan

menyampaikan laporan pembubaran BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11 kepada
OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran
BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11 oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:

1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;

2. laporan keuangan pembubaran BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11 yang di
audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;

3 akta pembubaran BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11 dari Notaris yang

terdaftar di OJK.

Dalam hal BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11 waijib dibubarkan karena kondisi sebagaimana
dimaksud dalam butir 19.1 huruf ¢ dan huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

i)

ii)

menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi
keuangan terakhir BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11 dan mengumumkan kepada
para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran BATAVIA PROTEKSI
ULTIMA 11 paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia
yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa
sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 19.1 huruf ¢
dan huruf d di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis
kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih
BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11;

menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak
berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 19.1 huruf ¢ dan
huruf d di atas, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak
Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan
secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan
dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari
Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan

menyampaikan laporan pembubaran BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11 kepada
OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada butir 19.1 huruf ¢ dan huruf d di atas dengan
dokumen sebagai berikut:

1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;

2. laporan keuangan pembubaran BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11 yang di
audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;

3 akta pembubaran BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11 dari Notaris yang

terdaftar di OJK.

Dalam hal BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11 wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana
dimaksud dalam butir 19.1 huruf e di atas, maka Manajer Investasi wajib:

i)

menyampaikan rencana pembubaran kepada OJK dalam jangka waktu paling
lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran BATAVIA
PROTEKSI ULTIMA 11 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan
melampirkan:

a) kesepakatan pembubaran BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11 antara

Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
b) kondisi keuangan terakhir; dan

53



19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran kepada para
Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian
berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara
tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih
BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11;

ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak
terjadinya kesepakatan pembubaran BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11, untuk
membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan
dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai
Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima
Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi
selesai dilakukan; dan

iii) menyampaikan laporan pembubaran BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11 kepada
OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran
BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11 dengan dokumen sebagai berikut:

1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;

2. laporan keuangan pembubaran BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11 yang di
audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;

3 akta pembubaran BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11 dari Notaris yang

terdaftar di OJK.

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi BATAVIA PROTEKSI
ULTIMA 11 harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan
yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran BATAVIA PROTEKSI ULTIMA
11, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali
(pelunasan).

PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit
Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi
kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit
Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10
(sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian
berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib
disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama
Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum
mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit
Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;

b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan
kepada rekening giro tersebut; dan
C. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit

Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada
Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi
memiliki surat persetujuan, OJK berwenang :

a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank
Kustodian untuk mengadministrasikan BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11;
b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat

persetujuan untuk melakukan pembubaran BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11, jika
tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.
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19.7.

19.8.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran BATAVIA PROTEKSI
ULTIMA 11 sebagaimana dimaksud pada angka 19.6 huruf b adalah Bank Kustodian, Bank
Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi BATAVIA PROTEKSI
ULTIMA 11 dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran
BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11 sebagaimana dimaksud pada pasal 19.6 huruf b waijib
menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling paling lambat 60
(enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan BATAVIA PROTEKSI ULTIMA
11 yang disertai dengan :

a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,

b. laporan keuangan pembubaran BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11 yang diaudit oleh
Akuntan yang terdaftar di OJK; dan

C. akta pembubaran BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11 dari Notaris yang terdaftar di
OJK.

Dalam hal BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11 dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya
pembubaran dan likuidasi BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11 termasuk biaya Konsultan
Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib
dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan
pembubaran dan likuidasi BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11 sebagaimana dimaksud dalam
butir 19.6 di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum,
Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada
BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11.

Manajer Investasi wajib melakukan penunjukkan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi
sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang waijib diserahkan kepada OJK
yaitu pendapat dari akuntan, dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah
selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil
audit likuidasi.
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BAB XX

SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI, PELUNASAN UNIT PENYERTAAN DAN
PELUNASAN LEBIH AWAL ATAS PERMINTAAN TERTULIS SELURUH PEMEGANG UNIT
PENYERTAAN

SKEMA PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

AGEN PENJUAL (jika ada):

1. Pengenalan nasabah dan profil nasabah

2. Menjelaskan secara rinci tentang Reksa Dana

"'|3. Menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen

4. Mengupload data transaksi ke S-Invest agar dapat disetujui
oleh Manajer Investasi malalui S-Invest.

—»  INVESTOR

Formulir Aplikasi
Pembelian &
Dokumen
Pendukung

PT BATAVIA PROSPERINDO ASET MANAJEMEN
(MANAJER INVESTASI):
1. Pengenalan nasabah dan profil nasabah

(untuk Pembelian Unit Penyertaan melalui Manajer Investasi)
2. Menjelaskan secara rinci tentang Reksa Dana
» 3. Menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen
4. Pemeriksaan Formulir dan Dokumen Pendukung
5. System Update
6. Autorisasi Aplikasi Pemesanan Pembelian
7. Mengupload data transaksi S-Invest
8. Menyetuijui transaksi melalui S-Invest

PT BANK DBS INDONESIA
Dana (BANK KUSTODIAN):

1. Mengambil data transaksi yang telah disetujui oleh Manajer
Investasi dari S-Invest.

2. Penerimaan dana di rekening reksa dana

3. Proses pendaftaran / pembukaan rekening

4. Alokasi jumlah Unit Penyertaan

5. Informasi ke PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen

Surat Konfirmasi R

* Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11 disampaikan Bank
Kustodian secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).
Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses melalui fasilitas Akses yang disediakan oleh
penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).
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SKEMA PERMOHONAN PENJUALAN KEMBALI

AGEN PENJUAL (jika ada):
1. Pemeriksaan Formulir dan Kelengkapan dokumen
INVESTOR pendukung
Formulir Penjualan 2. Notifikasi ke Manajer Investasi
Kembali & 3. Mengupload data transaksi ke S-Invest agar dapat disetujui
A Dokumen oleh Manajer Investasi malalui S-Invest.

Pendukung
PT BATAVIA PROSPERINDO ASET MANAJEMEN
(MANAJER INVESTASI):
1. Pemeriksaan Formulir dan Dokumen Pendukung

P 2. System Update
3. Autorisasi Aplikasi Penjualan Kembali
4. Mengupload data transaksi ke S-invest
5. Menyetujui transaksi melalui S-Invest
v
PT BANK DBS INDONESIA
Dana (BANK KUSTODIAN);
- 1. Mengambil data transaksi yang telah disetujui oleh Manajer
Surat Konfirmsi Investasi dari S-Invest.

2. Verifikasi kepemilikan

3. Perhitungan Hasil Penjualan Kembali
4, Pembayaran Hasil Penjualan Kemball
5. Informasi ke PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen

* Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11 disampaikan Bank
Kustodian secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).
Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses melalui fasilitas Akses yang disediakan oleh
penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).
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SKEMA PELUNASAN ATAS SEBAGIAN UNIT PENYERTAAN, PELUNASAN LEBIH AWAL DAN
PELUNASAN

PT BATAVIA PROSPERINDO ASET MANAJEMEN

—»  INVESTOR (MANAJER INVESTASI):
Mengisntruksikan kepada Bank Kustodian untuk menjalankan
1 pelunasan .
Surat Konfirmasi Dana
A
PT BANK DBS INDONESIA
(BANK KUSTODIAN):

Menjalankan perintah pelunasan

* Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11 disampaikan Bank
Kustodian secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).
Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses melalui fasilitas Akses yang disediakan oleh
penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).
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SKEMA PELUNASAN LEBIH AWAL ATAS PERMINTAAN TERTULIS SELURUH PEMEGANG

UNIT PENYERTAAN

—» INVESTOR

Permintaan tertulis

Surat Konfirmasi Dana

PT BATAVIA PROSPERINDO ASET MANAJEMEN

seluruh (MANAJER INVESTASI):
Pemegang Unit Penyertaan
Mengisntruksikan kepada Bank Kustodian untuk menjalankan
pelunasan .
Permintaan tertulis
Seluruh Pemegang Permintaan tertulis
Unit Penyertaan Seluruh Pemegang
Unit Penyertaan
AGEN PENJUAL
(JIKA ADA)
Y

PT BANK DBS INDONESIA
(BANK KUSTODIAN):

Menjalankan perintah pelunasan

* Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11 disampaikan Bank
Kustodian secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).
Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses melalui fasilitas Akses yang disediakan oleh
penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).
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BAB XXI

PENYELESAIAN PENGADUAN
PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

21.1.

21.2.

Pengaduan.

(i)

(ii)

Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer
Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme
sebagaimana dimaksud dalam Bab 21.2. Prospektus.

Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka
Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank
Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana
dimaksud dalam Bab 21.2. Prospektus.

Mekanisme Penyelesaian Pengaduan.

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(vi)

(vii)

Dengan tunduk pada ketentuan Bab 21.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank
Kustodian wajib melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit
Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian waijib
ditembuskan kepada Manajer Investasi.

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan
menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara
lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen
pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan
secara lisan sebagaimana dimaksud pada Bab 21.2. butir (ii) di atas, Manajer
Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan
untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen
pendukung yang diperlukan.

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan
melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 20 (dua puluh) Hari
Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit
Penyertaan diterima secara lengkap.

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu
sebagaimana dimaksud dalam Bab 21.2. butir (iv) di atas sesuai dengan syarat
dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen
Di Sektor Jasa Keuangan.

Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud
pada Bab 21.2. butir (v) akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit
Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada Bab 21.2. butir (iv) berakhir.

Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang
Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer
Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.
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21.3.

Penyelesaian Pengaduan.

(i)-

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian
pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-
ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan
Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.

Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas,
Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang
disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur
dalam POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di
Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
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BAB XXII

PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan, Pemegang Unit Penyertaan
dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa
dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa mediasi atau arbitrase melalui Lembaga
Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh
persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam
POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan. serta
sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh
LAPS dan telah disetujui oleh OJK, dan mengacu kepada Undang-undang Nomor 30 Tahun
1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase Dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya (“Undang-undang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa”) sebagaimana relevan.
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BAB XXIlII

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR
PEMESANAN PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

23.1. Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan
BATAVIA PROTEKSI ULTIMA 11 dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta para
Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi
untuk informasi lebih lanjut.

23.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan tahunan BATAVIA PROTEKSI
ULTIMA 11 serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan
diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Bank
Kustodian melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer
Investasi (jika ada) dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pembelian.

Manajer Investasi

PT BATAVIA PROSPERINDO ASET MANAJEMEN

Chase Plaza, Lantai 12

JI. Jend. Sudirman Kav. 21

Jakarta 12920

Telepon (62-21) 520-8390

Faksimili (62-21) 520-6899
Email : customer@bpam.co.id

www.bpam.co.id

Bank Kustodian

PT Bank DBS Indonesia
DBS Bank Tower, Lantai 33
Ciputra World 1
JI. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5
Jakarta 12940, Indonesia
Telepon (62-21) 2988 5000
Faksimili (62-21) 2988 4299 / 2988 4804
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